PUTUSAN
Nomor 20/PID.SUS/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili
perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah
menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Korporasi :  PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI
2. Nomor dan tanggal Akta Pendirian Korporasi beserta Perubahannya:
2.1. Nomor dan Tanggal Akta Pendirian Korporasi : Akta Notaris
Justisia Prihartini Minarko, S.H. Nomor 2 tanggal 5 September
2016.
2.2. Nomor dan Tanggal Akta Korporasi Saat Peristiwa Pidana :
Akta Notaris Justisia Prihartini Minarko, S.H. Nomor 2 tanggal
5 September 2016.
2.3. Nomor dan Tanggal Akta Perubahan terakhir Korporasi : Akta
Notaris Winahyu Erwiningsih, S.H, M.Hum. Nomor 25 tanggal
14 Maret 2022.

3. Tempat dan : Daerah Istimewa Yogyakarta,
kedudukan korporasi Indonesia.
4. Alamat Korporasi :JI. Bugisan Selatan Dukuh VI

Padokan Lor No. 117 Rt.006
Kelurahan Tirtonirmolo Kecamatan
Kasihan Kabupaten Bantul Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jenis Korporasi . Perseroan Terbatas.

Bidang Usaha . Perdagangan Eceran Berbagai Macam
Barang yang Utamanya Makanan,
Minuman atau Sembako Bukan di
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Supermarket/ Minimarket.

7.  Nomor NPWP :80.023.808.1-543.000.
dalam hal ini diwakili oleh Direktur PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI:
- Nama lengkap ;. HELLEN PURBONEGORO
- Tempat lahir : Yogyakarta.
- Umur/ tanggal lahir ;43 tahun/5 Maret 1979.
- Jenis kelamin . Perempuan.
- Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal :JIl. Bugisan No0.29 RT. 038/RW.007,
Patangpuluhan, Kapanewon

Wirobrajan, Kota Yogyakarta, dan
JI.  Tohpati No0.18, Tamansiswa,

Kapanewon Mergangsan, Kota
Yogyakarta.

- Agama : Kristen.

- Pekerjaan . Direktur PT. Purbalaksana Jaya
Mandiri.

- Pendidikan . Strata 1.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Hermanto, S.H.,-
Advokat pada Kantor Hukum “Herman’s & Partners” yang beralamat di
Ruko Evergreen Boulevard Blok L.10 No.32 Cikupa, Tangerang,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2023;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta
tanggal 27 Februari 2023 Nomor 20/PID.SUS/2023/PT YYK. serta berkas
perkara Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Btl dan surat-surat yang
bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut

Umum, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:
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Bahwa Terdakwa korporasi PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI yang
pendiriannya berdasarkan Akta Notaris Justisia Prihartini Minarko, SH. Nomor 2
tanggal 5 September 2016 dan Akta Perubahan data perseroan terakhir
berdasarkan Akta Notaris Winahyu Erwiningsih, SH, M.Hum Nomor 25 tanggal
14 Maret 2022, telah terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Bantul sejak tanggal 13 September 2016 dengan Nomor NPWP
80.023.808.1-543.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak
(PKP) pada tanggal tanggal 30 September 2016, yang dalam perkara ini
diwakili oleh HELLEN PURBONEGORO selaku Direktur PT. PURBALAKSANA
JAYA MANDIRI, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti
pada bulan September 2016 sampai dengan Januari 2018 atau setidak-tidaknya
pada waktu lain dalam tahun 2016 sampai dengan tahun 2018, bertempat di
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantul JI. Urip Sumoharjo No. 7 Bantul
atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah
hukum Pengadilan Negeri Bantul, dengan sengaja menyampaikan Surat
Pemberitahuan (SPT) dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak
lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yang
dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI memiliki susunan
pengurus:

1. HELLEN PURBONEGORO, sebagai Direktur ;

2. MISTUN, sebagai Komisaris.

Dengan komposisi pemegang pemegang saham :

1. HELLEN PURBONEGORO, memiliki 1.900 lembar saham dengan
jumlah sebesar Rp 1.900.000.000.- (satu milyar sembilan ratus juta
rupiah) ;

2. MISTUN, memiliki 100 lembar saham dengan jumlah sebesar Rp
100.000.000.- (seratus juta rupiah) ;
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yang bergerak dibidang perdagangan eceran berbagai macam barang yang

utamanya makanan, minuman atau sembako bukan di Supermarket /

Minimarket dengan menggunakan merek dagang UD. SARI JAYA.

- Bahwa kegiatan usaha sehari-hari dari terdakwa PT. PURBALAKSANA
JAYA MANDIRI dikendalikan oleh HELLEN PURBONEGORO selaku
Direktur sedangkan MISTUN hanya dipakai nhamanya saja sebagai
Komisaris dan tidak pernah dilibatkan dalam operasional usaha.

- Bahwa dengan maksud memperkecil kewajiban pajak dari PT.
PURBALAKSANA JAYA  MANDIRI maka  Saksi HELLEN
PURBONEGORO selaku Direktur ketika melakukan order ke beberapa
supplier ada yang tidak menggunakan identitas yang sebenarnya sehingga
tidak meminta faktur pajak masukan. Selain itu juga tidak memberikan
NPWP dari Terdakwa PT. PURBALAKSANA JAYA kepada supplier yang
menjual barang dagangan yang berfaktur pajak, sehingga atas pembelian
tersebut diterbitkan Faktur Pajak 00.000.000.0-000.000.

Bahwa Terdakwa PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI ketika melakukan
penjualan kepada customer tidak memungut PPN sedangkan terdakwa
sudah ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Untuk mengelabuhi peredaran usaha yang sebenarnya maka pembayaran
atas pembelian dari terdakwa PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI
menggunakan metode setor tunai ke rekening supplier, begitu juga
sebagian besar uang hasil penjualan kepada customer diterima secara
tunai kemudian disetorkan ke rekening penampungan yang berbeda tidak
hanya rekening atas nama terdakwa PT. PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI saja tetapi juga ke rekening pribadi HELLEN PURBONEGORO
selaku Direktur.

- Bahwa terdakwa PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI telah melaporkan
SPT tahunan PPh Badan dan SPT masa PPN untuk tahun pajak 2016 dan
2017 ke KPP Pratama Bantul sbb :

a. Periode bulan September s/d Desember tahun 2016:

Halaman 4 dari 104 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



SPT Tahunan PPh Badan telah disampaikan pada tanggal 21
2017 dengan S-05006217/
PPWBIDR/WPJ.23/KP.0503/2017dengan nilai pelaporan PPh
terutang dan PPh kurang bayar sebesar Rp. 11.700.708,00
(sebelas juta tujuh ratus ribu tujuh ratus delapan rupiah) untuk
peredaran usaha sebesar Rp. 30.389.574.000,00(Tiga puluh

milyar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima ratus tujuh puluh

Maret tanda terima No:

empat ribu rupiah) yang dibayar lunas pada tanggal 1 Maret 2017

melalui bank BPD DIY, dengan uraian sbb :

Uraian Jumlah
Penghasilan neto Dalam Negeri:

a. Peredaran Usaha Rp. 30.389.574.000
b. Harga Pokok Penjualan Rp. 29.767.867.736
C. Biaya Usaha Lainnya Rp. 570.889.863
d. Penghasilan neto dari usaha | Rp. 50.816.401
(a-b-c)

e. Penghasilan dari luar usaha | Rp. 881.440
f. Biaya diluar usaha Rp. 176.288
g. Penghasilan Neto diluar Rp. 705.152
usaha (e-f)

Jumlah Penghasilan Dalam Negeri ( | Rp. 51.521.553
d+g)

Penghasilan neto Luar Negeri Rp. -
Jumlah Penghasilan neto Komersial | Rp. 51.521.553
Penghasilan yang dikenakan PPh Rp. 705.152
Final dan tidak termasuk Obyek

Pajak

Penghasilan Neto Fiskal Rp. 50.816.401
Kompensasi Kerugian Rp. -
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Penghasilan kena Pajak Rp. 50.816.401
PPh terutang Rp. 11.700.708
Kredit Pajak Rp. -
PPh Kurang Bayar Rp. 11.700.708

- SPT masa PPN telah disampaikan dengan nilai pelaporan sebesar Rp.
41.068.195,00 (empat puluh satu juta enam puluh delapan ribu seratus
sembilan puluh lima rupiah), dengan uraian sbb :

No Masa Jumlah Pajak Pajak Kurang
Pajak Penyerahan yang Keluaran Masukan Bayar
dipungut Sendiri
1 Sep-16 - - - -
2 Okt-16 9.549.916.727 954.991.672 942.304.427 12.687.245
3 Nov-16 9.752.789.091 975.278.909 962.415.348 12.863.561
4 Des-16 11.086.868.182 1.108.686.818 | 1.093.169.429 | 15.517.389
Jumlah 30.389.574.000 3.038.957.399 | 2.997.889.204 | 41.068.195

b. Periode Januari s/d Desember 2017 :

- SPT Tahunan PPh Badan
2018 dengan
99023403/PPWBIDR/WPJ.23/KP.0503/2018, dengan
pelaporan PPh terutang sebesar Rp. 27.620.750,00 (dua puluh

telah disampaikan pada tanggal 14

Maret tanda terima No: S-

nilai

tujuh juta enam ratus dua puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)

atau PPh kurang bayar sebesar Rp. 17.870.080,00 (Tujuh belas
juta delapan ratus tujuh puluh ribu delapan puluh rupiah) untuk
(BKP dan non BKP)
Rp.154.935.789.233,00 (seratus lima puluh empat milyar sembilan

peredaran usaha sebesar

ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh Sembilan ribu

dua ratus tiga puluh tiga rupiah), yang telah dibayar lunas pada
tanggal 22 Februari 2018 melalui bank BPD DIY dengan uraian
shb :
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Uraian Jumlah
Penghasilan neto Dalam Negeri:

a Peredaran Usaha ( BKP dan non BKP) | Rp. | 154.935.789.233
b Harga Pokok Penjualan Rp. | 152.389.738.440
C. Biaya Usaha Lainnya Rp. 2.435.567.742
d Penghasilan neto dari usaha ( a-b-c) Rp. 110.483.051
e Penghasilan dari luar usaha Rp. 6.193.645
f. Biaya diluar usaha Rp. 1.238.729
g. Penghasilan Neto diluar usaha ( e-f) Rp. 4.954.916
Jumlah Penghasilan Dalam Negeri ( d+g ) Rp. 115.437.967
Penghasilan neto Luar Negeri Rp. -
Jumlah Penghasilan neto Komersial Rp. 115.437.967
Penghasilan Neto Fiskal Rp. 110.483.051
Kompensasi Kerugian Rp. -
Penghasilan kena Pajak Rp. 110.483.051
Penghasilan yang dikenakan PPh Final dan Rp. 4.954.916
tidak termasuk Obyek Pajak

PPh terutang Rp. 27.620.750
Kredit Pajak Rp. 9.750.670
PPh Kurang Bayar Rp. 17.870.080

- SPT masa PPN untuk masa pajak Januari s/d Desember 2017 telah
disampaikan dengan nilai pelaporan sebesar Rp. 230.788.358,00 (dua
ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus

lima puluh delapan rupiah), dengan uraian sbb :

No Masa Jumlah Pajak Keluaran | Pajak Masukan Kurang
Pajak Penyerahan yang Bayar
dipungut Sendiri
Jan-17 11.349.784.545 1.134.978.453 1.119.937.691 15.040.762
Feb-17 9.297.475.453 929.747.545 918.188.301 11.559.244
Mar-17 12.810.890.909 1.281.089.090 1.266.958.056 | 14.131.034
Apr-17 12.525.992.273 1.252.599.227 1.236.309.229 | 16.289.998

Al W N
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5 Mei-17 12.701.277.344 1.270.125.050 1.256.851.831 13.273.219
6 Jun-17 9.307.681.678 930.766.460 913.820.210 16.946.250
7 Jul-17 12.318.085.549 1.231.806.349 1.219.054.800 | 12.751.549
8 Agu-17 12.816.059.443 1.281.558.950 1.264.060.411 17.498.539
9 Sep-17 12.488.242.916 1.158.976.439 1.142.251.673 16.724.766
10 | Okt-17 12.646.501.422 1.264.648.153 1.239.029.081 | 25.619.072
11 | Nov-17 8.684.590.580 868.457.645 834.942.825 33.514.820
12 | Des-17 10.607.040.041 1.060.702.391 1.023.263.286 | 37.439.105

Jumlah 137.553.622.153 13.665.455.752 | 13.434.667.394 | 230.788.358
13 | Des-17 10.607.040.041 1.060.702.391 1.029.454.190 -6.190.904

Pembet

ulan
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Bahwa yang menandatangani pelaporan SPT Tahunan PPh Badan tahun
2016 dan tahun 2017 serta SPT masa PPN periode masa September s/d
Desember 2016 dan masa Januari s/d Desember 2017 atas nama
terdakwa PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI NPWP: 80.023.808.1-
543.000 yang disampaikan ke KPP Pratama Bantul adalah HELLEN
PURBONEGORO selaku Direktur PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI .
Bahwa ternyata wajib pajak terdakwa PT. PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI tidak melaporkan peredaranusaha/omset yang sebenarnya
dalam laporan SPT PPh tahunan badan dan PPN masa, dimana data yang
dipakai untuk pelaporan dalam SPT tersebut hanya nota pembelian yang
berfaktur pajak atas nama terdakwa PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI
dan sebagian penjualan berdasarkan nota yang dipilih yaitu hanya
penjualan yang dipungut PPN nya atau yang uangnya disetorkan ke
rekening PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI.

Bahwa peredaran usaha yang sebenarnya dari terdakwa PT.
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI untuk periode September s/d Desember
2016 dan tahun 2017 berdasarkan file data transaksi kegiatan usaha yang
disimpan dalam komputer milik terdakwa PT. PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI dan data rekening perbankan adalah sbb:
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a. Bulan September s.d Desember 2016 :

No Bulan Total Omset
Menurut SPT WP (Rp) | Yang sebenarnya (Rp)
1 | September - -
2 | Oktober 9.549.916.727 52.858.164.560
3 | November 9.752.789.091 51.233.459.050
4 | Desember 11.086.868.182 51.541.666.150
Jumlah 30.389.574.000 155.633.289.760

b. Bulan Januari s.d Desember 2017 :

Untuk penghitungan SPT Tahunan PPh badan :

Total omset

No | Bulan Menurut SPT WP Yang sebenarnya

untuk BKP dan non | untuk BKP dan non
BKP (Rp) BKP (Rp)

1| Januari 11.349.784.545 51.273.330.775
2 | Februari 9.297.475.453 46.910.695.200
3 | Maret 12.810.890.909 52.226.384.900
4 | April 12.525.992.273 51.000.885.200
5 | Mei 12.701.277.344 56.642.690.400
6 | Juni 9.307.681.678 48.222.528.100
7 | Juli 12.318.085.549 47.275.609.981
8 | Agustus 12.816.059.443 51.113.975.600
9 | September 12.488.242.916 47.610.242.100
10 | Oktober 17.553.274.022 47.976.953.600
11 | November 15.751.024.580 44.635.403.000
12 | Desember 16.061.000.541 48.653.769.500
JUMLAH 154.935.789.233 593.542.468.356

Disclaimer
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- Untuk penghitungan SPT masa PPN :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Total penyerahan barang
NO | Bulan Menurut SPT WP Yang sebenarnya
untuk BKP (Rp) untuk BKP (Rp)

1 | Januari 11.349.784.545 51.273.330.775
2 | Februari 9.297.475.453 46.910.695.200
3 | Maret 12.810.890.909 52.226.384.900
4 | April 12.525.992.273 51.000.885.200
5 | Mei 12.701.277.344 56.642.690.400
6 | Juni 9.307.681.678 48.222.528.100
7 | Juli 12.318.085.549 47.275.609.981
8 | Agustus 12.816.059.443 51.113.975.600
9 | September 12.488.242.916 33.960.852.600
10 | Oktober 12.646.501.422 23.174643.600
11 | November 8.684.590.580 22.568.973.500
12 | Desember 10.607.040.041 24.104.698.000
JUMLAH 137.553.622.153 508.475.267.856

Bahwa terhadap terdakwa PT. PURBALAKSANA JAYA MANDIRI
pernah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan berdasarkan
Sprint. BP-06/WPJ.23/2018 tanggal 12 Juli 2018 untuk tahun pajak
bulan September 2016 s/d Desember 2017 dan hasilnya
dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor
LPBP-01/WPJ.23/2021 tanggal 06 Januari 2021.

Bahwa pada saat pemeriksaan bukti permulaan tersebut terdakwa
sudah menggunakan haknya untuk melakukan pengungkapan
ketidakbenaran perbuatan sesuai pasal 8 (3) UU KUP dengan
melakukan beberapa kali pembayaran.

Bahwa terhadap Surat Pengungkapan Ketidakbenaran Perbuatan

telah memenuhi persyaratan formal akan tetapi ada yang belum
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memenuhi persyaratan material karena jumlah tersebut belum
sesuai dengan perhitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara
oleh Pemeriksa Bukti Permulaan yaitu untuk perhitungan PPh
badan dan PPN masa Tahun Pajak 2016 serta PPN masa Tahun
Pajak 2017, sedangkan untuk PPh badan tahun 2017 karena
sudah melebihi perhitungan Kerugian Pada Pendapatan Negara
sehingga tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan.

- Bahwa untuk pembayaran PPh tersebut telah diperhitungkan dan
dikurangkan dari jumlah perkiraan kerugian negara untuk masa
pajak September 2016 sampai dengan Desember 2017 sehingga
terdapat nilai pengurang kerugian pada pendapatan negara

sebagai berikut :

No JenisPajak Pembayaran Jumlah
(Rp)
PokokPajak Sanksi
(Kode 500) (Kode 510)
(Rp) (Rp)
1. PPh Badan 2016 199.999.427 299.999.140 499.998.567
2. PPN DN September- 715.497.516 1.073.246.273 1.788.743.789
Desember 2016
3. PPN DN Januari- 454.078.361 680.854.542 1.134.932.903
Desember 2017
Jumlah 1.369.575.304 2.054.099.955 | 3.423.675.259

Sehingga sisa Kerugian pada Pendapatan Negara menjadi sebagai berikut:

No Jenis Pajak Kerugian pada Nilai ) )
Sisa Kerugian
Pendapatan Pengurang
pada
Negara pada
Pendapatan
(Rp) Pendapatan
Negara
Negara
(Rp)
(Rp)
1. | PPh Badan 2016 255.321.622 499.998.567 -
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2. | PPN DN September-
Desember 2016

12.524.371.577

1.788.743.789 | 10.735.627.788

3. | PPN DN Januari-
Desember 2017

37.182.071.033

1.134.932.903 | 36.047.138.130

Jumlah

49.961.764.232

3.423.675.259 | 46.782.765.918

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT. PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI yang telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT)

dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, telah
menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sekurang-kurangnya
sebesar Rp. 46.782.765.918,00 (empat puluh enam milyar tujuh ratus
delapan puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima juta sembilan ratus

delapan belas rupiah) untuk jenis pajak PPN masa pajak September

2016 s.d. Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut :

URAIAN

Nilai (Rp)

PPN yang kurang dibayar (Pokok Pajak
Kerugian pada Pendapatan Negara) masa
pajak September 2016 s.d. Desember 2017

Rp 46.782.765.918,00

Total Kerugian pada Pendapatan Negara

Rp 46.782.765.918,00

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 39
ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan
ketiga atas Undang — Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan
ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor7 tahun 2021 tentang

Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut

Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kkorporasi

PT. PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan
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Disclaimer
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tindak pidana perpajakan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut
Umum Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa  korporasi PT.
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dengan pidana denda sebesar 2 x
pajak terhutang = 2 x Rp.46.782.765.918,00 = Rp.93.565.531.836,00
(sembilan puluh tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta lima ratus
tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), jika
terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah
putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, maka
harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar
denda.

Pidana tambahan Pencabutan izin usaha ;

Menetapkan barang bukti :

No Uraian Barang Bukti Jumlah
Fotocopy Akta Pendirian PT PURBALAKSANA 1 set
JAYA MANDIRI Nomor 2 tanggal 5 September
2016
Fotocopy Formulir Pengukuhan Pengusaha 2 lembar
Kena Pajak

3 [Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 1 lembar

120/Pemb/Tn/2016 tanggal 10 September 2016

Fotocopy KTP Hellen Purbonegoro 1 lembar

Fotocopy NPWP 08.959.290.1-541.000 atas 1 lembar

nama Hellen Purbonegoro
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6 |Fotocopy KTP Mistun 1 lembar

7 [Fotocopy Surat I1zin Usaha Perdagangan 1 lembar
(SIUP) Menengah Nomor 4427/DP/008/1X/2016

8 |Fotocopy Izin Gangguan Nomor 1 lembar
4426/DP/001/1X/2016

9 [Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan 1 lembar
Terbatas nomor 4428/DP/096/1X/2016

10 |Fotocopy NPWP 80.023.808.1-543.000 atas 1 lembar
nama PT Purbalaksana Jaya Mandiri

11 |Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM 1 lembar
RI Nomor AHU-0039737.AH.01.01.Tahun 2016

12 |Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum 3 lembar
dan HAM RI Nomor AHU-
0039737.AH.01.01.Tahun 2016

13 |Fotocopy denah lokasi 1 lembar

14 |Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena 1 lembar
Pajak

15 |Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi dalam 1 bundel
rangka pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor LAP-291/WPJ.23/KP.05/2016 tanggal
29 September 2016 atas nama PT
Purbalaksana Jaya Mandiri

16 |Fotocopy SPT Tahunan PPh 1771 tahun Pajak 1 bundel
2016 atas nama PT Purbalaksana Jaya Mandiri

17 |Fotocopy SPT Tahunan PPh tahun Pajak 2017 1 bundel
atas nama PT Purbalaksana Jaya Mandiri

18 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa Januari 2017 1 set

Normal
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19 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa Februari 2017 1 set
Normal

20 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa Maret 2017 1 set
Normal

21 [Fotocopy SPT Masa PPN Masa April 2017 1 set
Normal

22 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa Mei 2017 1 set
Normal

23 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa Juni 2017 1 set
Normal

24 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa Juli 2017 1 set
Normal

25 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 1 set
Normal

26 [Fotocopy SPT Masa PPN Masa September 1 set
2017 Normal

27 [Fotocopy SPT Masa PPN Masa Oktober 2017 1 set
Normal

28 [Fotocopy SPT Masa PPN Masa November 1 set
2017 Normal

29 [Fotocopy SPT Masa PPN Masa Desember 1 set
2017 Normal

30 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa Desember 1 set
2017 Pembetulan 1

31 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa 1 set
September2016 Normal

32 [Fotocopy SPT Masa PPN Masa Oktober 2016 1 set
Normal
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33 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa November 1 set
2016 Normal

34 [Fotocopy SPT Masa PPN Masa Desember 1 set
2016 Normal

35 [Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa 1 set
September 2016

36 [Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Oktober 1 set
2016

37 [Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa 1 set
November 2016

38 [Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa 1 set
Desember 2016

39 [Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa 1 set
Januari 2017

40 |Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa 1 set
Februari 2017

41 |Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa Maret 1 set
2017

42 |Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa April 1 set
2017

43 |Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa Mei 1 set
2017

44 |Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa Juni 1 set
2017

45 |Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa Juli 1 set
2017

46 |Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening PT 1 bundel
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI nomor
1699999499
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a7

Fotokopi Akta Pendirian beserta Berita Acara
RUPS dan Perubahan PT PURBALAKSANA
JAYA MANDIRI

1 bundel

48

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran PT
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode

Februari 2017

1 bundel

49

Fotokopi Formulir Data 'Foreign Account Tax
Complience ACT (FATCA)' PT
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI

1 lembar

50

Surat Keterangan dari ERNA WIDIASTUTI
untuk  kelengkapan syarat permohonan
pembukaan rekening giro PT PURBALAKSANA
JAYA MANDIRI

1 lembar

51

Fotokopi KTP a.n. NY. TSAU MEI ING

1 lembar

52

Cetakan rekening koran Giro Bank BCA nomor
1699999499 a.n. PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI periode September s.d. Desember
2016

1 bundel

53

Cetakan rekening koran Giro Bank BCA nomor
1699999499 a.n. PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2017

1 bundel

54

Cetakan rekening koran Giro Bank BCA nomor
1699999499 a.n. PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2018

1 bundel

55

Cetakan rekening koran Giro Bank BCA nomor
1699999499 a.n. PT PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI  periode September 2016 s.d.
Desember 2017

1 bundel

56

Cetakan rekening koran Giro Bank BCA nomor
1699999499 a.n. PT PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI  periode September 2016 s.d.

1 bundel
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Desember 2018

57

Cetakan rekening koran Giro Bank BCA nomor
1695555557 a.n. HELLEN PURBONEGORO
periode September 2016 s.d. Mei 2017

1 bundel

58

Cetakan rekening koran Bank BCA nomor
1699990009 a.n. HELLEN PURBONEGORO
periode Januari s.d. Agustus 2016

1 bundel

59

Cetakan rekening koran Giro Bank BCA nomor
1695553333 a.n. HELLEN PURBONEGORO
periode April s.d. Desember 2017

1 bundel

60

Cetakan rekening koran Giro Bank BCA nomor
1691783737 a.n. HELLEN PURBONEGORO
periode Februari 2016 s.d. Desember 2017

1 bundel

61

Cetakan rekening koran Bank BCA nomor
1691797070 a.n. HELLEN PURBONEGORO

periode Januari s.d. Desember 2016

1 bundel

62

Cetakan rekening koran Bank BCA nomor
1691797070 a.n. HELLEN PURBONEGORO

periode Januari s.d. Desember 2017

1 bundel

63

Cetakan rekening koran Bank BCA nomor
1691797070 a.n. HELLEN PURBONEGORO
periode Januari s.d. Desember 2018

1 bundel

64

Cetakan rekening koran Bank BCA nomor
1691783737 a.n. HELLEN PURBONEGORO
periode Januari s.d. Desember 2016

1 bundel

65

Cetakan rekening koran Bank BCA nomor
1691783737 a.n. HELLEN PURBONEGORO
periode Januari s.d. Desember 2017

1 bundel

66

Cetakan rekening koran Bank BCA nomor
1691077077 a.n. HELLEN PURBONEGORO
periode September 2020 s.d. Desember 2021

1 bundel
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67 |Cetakan rekening koran Bank BCA nomor 1 bundel
0371256031 a.n. MISTUN periode Januari s.d.

Desember 2016
68 |Cetakan rekening koran Bank BCA nomor 1 bundel

0371256031 a.n. MISTUN periode Januari s.d.

Desember 2017
69 [Cetakan rekening koran Bank BCA nomor 1 bundel

0371256031 a.n. MISTUN periode Januari s.d.

Desember 2018
70 |Cetakan rekening koran Bank BCA nomor 1 bundel

8465354913 a.n. MISTUN periode Oktober
s.d. Desember 2018

71 [|Perjanjian Kredit Nomor 04 tgl 17-04-2017 1 bundel
72 |Perjanjian Kredit Nomor 05 tgl 16-12-2013 1 bundel
73 [Fotokopi BG dari rekening BCA 1699999499 1 bundel

a.n. PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dan

fotokopi Bukti Setoran periode Februari 2017
74 [Fotokopi Cek dari rekening BCA 1695555557 1 bundel

a.n. HELLEN PURBONEGORO dan fotokopi

Bukti Setoran periode Februari 2017
75 [Fotokopi Cek dari rekening BCA 1699990009 1 bundel

a.n. HELLEN PURBONEGORO dan fotokopi
Bukti Setoran periode Mei 2016

76 [Fotokopi Bukti Setoran dari rekening BCA 1 bundel
1691905565 a.n ERNA/HELLEN periode Mei
2016
77 [|Perjanjian Kredit Nomor 04 tgl 03-10-2016 1 bundel
78 |Laporan Rekap Penjualan Surat Jalan Mei 6 kardus
2017
79 |Laporan Stock 2017 1 kardus
80 |Nota Penjualan UD Sari Jaya 2017 7 kardus
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81 [Premi PWJ (Purworejo) 3 kardus
82 |Buku Stok 24 buku
83 |Data Karyawan UD SARI JAYA 1 ordner
84 |Daftar Nama Kelilingan UD SARI JAYA 1 ordner
85 |Data Karyawan Resign UD SARI JAYA 1 ordner
86 [Nota Penjualan US SARI JAYA 1 bundel
87 |Stock & Orderan 2016 PWJ 1 kardus
88 |Hit. Premi 2017 1 bundel
89 [Rekap Nota Kelilingan 2 buku
90 |Buku Harga dan Nota UD SARI JAYA 2017 1 kardus
91 |Nota UD SARI JAYA 2016 dan Buku Mutasi 1 kardus

Security
92 |Purchase Order dan Memo Pengambilan 1 bundel
93 [Cetakan Rute Kelilingan 1 bundel
94 |Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan nomor 1 bundel

2989/DP/007/VI11/2015 SARI JAYA, Tanda

Daftar Gudang nomor 516/006/GD/IX/2015

SARI JAYA, I1zin Gangguan nomor

503/435/2015, Tanda Daftar Perusahaan

nomor 111154700292, Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup SARI JAYA
95 |Asli Tanda Izin Gangguan nomor 1 set

0877/0496.WB/2013, Surat Keputusan Menteri

Perindustrian nomor 21/012/1Z/1K-1/V11/1993,

Tanda Daftar Industri nomor

044/1Z/A/N11/2013, NPWP 4.088.076.7-541
96 |Asli NPWP 08.959.290.1-541.000, Surat 1 set

Keterangan Tedaftar nomor: PEM-

1110/WPJ.23/KP.0503/2004, Surat

Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor:
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PEM-15798/WPJ.23/KP.0203/2009

97

Asli Tanda 1zin Gangguan nomor
503.12.M/019/PTP.WB/IV/2015, Tanda Daftar
Perusahaan Perorangan nomor
120551006099, Surat Izin Usaha Perdagangan
Mikro nomor 069/12-05/PR/V/2015, Tanda
Daftar Industri nomor 009/1Z/A/V/2015,
Keputusan Camat Wirobrajan Kota Yogyakarta
nomor 503.12.M/019/PTP.WB/IV/2015

1 set

98

Asli Dokumen Perjanjian Perawatan Mesin UD
Sari Jaya nomor 031/T/SMB/IX/15

1 set

99

Dokumen Rafinasi Kontanan Bakpia

1 set

100

Surat Perjanjian Kredit/Bon Sales A, B, C, D,
E.LKLQ

1 bundel

101

Data Karyawan UD SARI JAYA

1 bundel

102

Nota Penjualan UD SARI JAYA 2016-2017

11 kardus

103

Rekening Giro BCA PT PURBALAKSANA
JAYA MANDIRI nomor 1699999499 periode
September s.d Desember 2016

1 set

104

Asli SPT Masa PPN PT PURBALAKSANA
JAYA MANDIRI masa September s.d.
Desember 2016

1 bundel

105

Faktur Pajak Masukan PT PURBALAKSANA
JAYA MANDIRI September 2016

1 bundel

106

Asli SPT Tahunan PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI Tahun 2016

1 set

107

Asli SPT Masa PPh Pasal 21 PT
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI masa

1 bundel
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September s.d. Desember 2016

108 |Asli SPT Masa PPh Pasal 25 PT 1 bundel
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI masa
September s.d. Desember 2016

109 [Cetakan Rekap Pembelian tahun 2016 1 bundel

110 |Cetakan Arus Kas tahun 2016 1 bundel

111 |Cetakan Rekap Penjualan Tahun 2016 1 bundel

112 |Cetakan Stock 2016 UD SARI JAYA 1 bundel

113 |Daftar Hutang dan Daftar Piutang tahun 2016 1 lembar

114 |Cetakan Rekap Penjualan PT Purbalaksana 1 bundel
Jaya Mandiri tahun 2017

115 |Cetakan stock PT Purbalaksana Jaya Mandiri 1 bundel
tahun 2017

116 |Cetakan Pembelian PT Purbalaksana Jaya 1 bundel
Mandiri tahun 2017

117 |Asli SPT Tahunan PPh Badan PT 1 set
Purbalaksana Jaya Mandiri tahun pajak 2017

118 |Cetakan Arus Kas PT Purbalaksana Jaya 1 bundel
Mandiri tahun 2017

119 |Asli SPT Masa PPh Pasal 21 PT Purbalaksana 1 bundel
Jaya Mandiri tahun 2017

120 |Asli SPPT PBB tahun 2017 NOP 1 bundel
34.02.150.002.006-0330.0 atas nama HELEN
PURBONEGORO

121 |PPh Pasal 25 PT Purbalaksana Jaya Mandiri 1 bundel
tahun 2017

122 |Rekening Giro Bank BCA nomor 1699999499 1 set

tahun 2017 dan Rekening Giro Bank Mandiri
nomor 1360000745379 tahun 2017 a.n. PT
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PURBALAKSANA JAYA MANDIRI

123 |Cetakan Faktur Pajak Keluaran PT 1 set
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI

124 |Invoice Pembelian PT PURBALAKSANA JAYA 1 set
MANDIRI dari CV INDICA MULTI KARYA
tahun 2017

125 |Asli SPT Masa PPN PT PURBALAKSANA 1 bundel
JAYA MANDIRI masa Januari s.d. Desember
2017

126 Dokumen Formulir Daftar Isian Peserta BPJS 1 bundel
karyawan PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI

127 |Faktur Pajak Keluaran PT PURBALAKSANA 1 bundel
JAYA MANDIRI

128 |Surat Pengakuan Kepemilikan Harta nomor 1 set

3076/LEG/III/2017 tanggal 10 Maret 2017 dan
SPPT PBB NOP: 34.02.150.002.006-0330.0

tahun 2016
129 |Buku catatan data pelanggan 1 buku
130 Hasil Perolehan/Pengambilan Data yang 1 hardisk

Dikelola Secara Elektronik sejumlah 14 (empat
belas) File dengan rincian sebagai berikut:

NAMA FILE
HASH VALUE (MD5)
NO |((DEVICE SUSPECT)
ud sari jaya bugisan
a362489430f3934a
1 |utara
adab99a172655645
29.ad1
5 Purbalaksana 39de81bbc09c43cl
Bugisan 29.ad1 bfldalb9ce099469
5bb3el1a504138cfb4
3 |LAPTOP YUNI.adl
c763ee5a95abb1d
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email
4 iayall? jogia@ a965af927ec42fe77
sarijayall?.jogja
1y 1od] 6ab814e435ca7f3
gmail.com.adl
email
5 bimiogia@ i 8f2b8420fb5e4bb4f
m.jogja@gmail.c
Pim-joglatg e446be3eed40afa
om.adl
6 (1 2018 07_26 10 [97c3afe7002e3c4c2
| 22 51 My 19730f4bc123695
Passport
25E1 WXN1E275
0MQO0
, LAPTOP 702f7dddf6¢c8854b7
SERVER.adl b6ba5bccf17f0c5
o flash disk hijau 3303e31841a94fefb
thosiba.adl 46ae59f29e071b5
Flashdisk
] ) 123dacbcb5acbdladf
9 |hitam_kingston_2g
51047726897e122
b.adl
flashdisk
924d8906d6cc1604
10 |hitam_sandisk 16
) 9d35266055cchlad
bg pembelian.adl
11 flashdisk_hitam_sa |bbb07b497ec57fdff7
ndisk 16 gbh.adl 4a6050f3e949af
PC_dazumba
_ 5740451253f9c8ed6
12 |hitam_Erna_Bag.P
] 285dc2040a50f7d
embelian.adl
13 Flashdisk Bugisan [f3415cfccee300877
B29.ad1 1694572d5¢58f93
hellenpurbonegoro  2ef87fcb1c81f7b705
14 : 785c0f203665b2
@gmail.com.adl
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131 |Asli BPKP No N-08497591 atas nama PT 1 set
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI nomor

registrasi AB 1560 UT
132 |Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 40 1 bundel

tanggal 11 Januari 2018 Notaris DR.

Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum
133 |Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1 bundel

41 tanggal 11 Januari 2018 Notaris DR.

Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum
134 |Fotokopi Laporan Keuangan UD SARI JAYA 1 bundel

yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Januari
2016 s.d. Desember 2016, Neraca Desember

2016, Barang Terjual 01 Januari 2016-31
Desember 2016, Barang Dibeli 01 Januari

2016-31 Desember 2016, dan Daftar Barang-

Umum
135 |Fotokopi Laporan Keuangan UD SARI JAYA 1 bundel

yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Januari
2017 s.d. Maret 2017, Neraca Maret 2017,
Barang Terjual 01 Januari 2017-31 Maret
2017, Barang Dibeli 01 Januari 2017-31 Maret

2017, dan Daftar Barang-Umum
136 |Faktur Pajak No. 010.033-16.17229871(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
137 |Faktur Pajak No. 010.034-16.16556412(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
138 |Faktur Pajak No. 010.033-16.17230193(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
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139 |Faktur Pajak No. 010.034-16.16556690(Asli 1 set
faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
140 |Faktur Pajak No. 010.034-16.16556750(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
141 |Faktur Pajak No. 010.034-16.16556810(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
142 |Faktur Pajak No. 010.034-16.68992396(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
143 |Faktur Pajak No. 010.034-16.68992532(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
144 |Faktur Pajak No. 010.001-17.54154880(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
145 |Faktur Pajak No. 010.001-17.54155416(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
146 |Faktur Pajak No. 010.001-17.54155429(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
147 |Faktur Pajak No. 010.001-17.54155498(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
148 |Faktur Pajak No. 010.001-17.42052345(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
149 |Faktur Pajak No. 010.001-17.42052709(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
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150 [Faktur Pajak No. 010.017-17.42052970(Asli 1 set
faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
151 |Faktur Pajak No. 010.017-17.42053106(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
152 |Faktur Pajak No. 010.017-17.42053131(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
153 |Faktur Pajak No. 010.018-17.72871881(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
154 |Faktur Pajak No. 010.019-17.17265968(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
155 |Faktur Pajak No. 010.019-17.17266149(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
156 |Faktur Pajak No. 010.019-17.17266685(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
157 |Faktur Pajak No. 010.019.17.89439109(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
158 |Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863167(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
159 |Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863375(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
160 |Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863205(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
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161 |Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863280(Asli 1 set
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
162 |Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863322(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
163 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46140731(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
164 |Faktur Pajak Nomor 010.033-16.69863462(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
165 |Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863573(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
166 |Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863579(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
167 |Faktur Pajak Nomor 010.033-16.69863621(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
168 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46140878(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
169 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46140885(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
170 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46140901(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
171 |Faktur Pajak Nomor 010.034.16.46140958(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
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172 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46140954(Asli 1 set
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
173 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46140999(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
174 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141027(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
175 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141047(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
176 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141054(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
177 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141081(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
178 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141084(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
179 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141097(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
180 [Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141093(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
181 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141108(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
182 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141188(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
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183 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.16141206(Asli 1 set
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
184 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.16141187(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
185 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141217(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
186 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141191(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
187 |Faktur Pajak Nomor 010.034.16.46141209(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
188 |Faktur Pajak Nomor 010.034.16.46141183(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
189 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509657(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
190 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509674(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
191 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509698(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
192 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509690(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
193 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509712(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
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194 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509709(Asli 1 set
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
195 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509716(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
196 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509725(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
197 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509722(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
198 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509763(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
199 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509768(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
200 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509778(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
201 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509780(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
202 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509828(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
203 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509838(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
204 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509849(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
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205 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509858(Asli 1 set
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
206 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509876(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
207 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509901(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
208 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510147(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
209 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510167(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
210 [Faktur Pajak Nomor 010.001.17.27509960(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
211 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509973(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
212 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509989(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
213 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509996(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
214 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509998(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
215 [Faktur Pajak Nomor 010.001.17.27510011(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
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216 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510153(Asli 1 set
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
217 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510152(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
218 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510087(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
219 [Faktur Pajak Nomor 010.001.17.27510085(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
220 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510074(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
221 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510081(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
222 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510340(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
223 |Faktur Pajak Nomor 010.001.17.27510213(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
224 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510497(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
225 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510509(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
226 [Faktur Pajak Nomor 010.001.17.27510511(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
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227

Faktur Pajak Nomor 010.001.17.27510305(Asli
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)

1 set

228

Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510522(Asli
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)

1 set

229

Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510519(Asli
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)

1 set

230

Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510537(Asli
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)

1 set

231

Faktur Pajak Nomor 010.001.17.27510533(Asli
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening
bukti pelunasan)

1 set

232

Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510531(Asli
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening
bukti pelunasan)

1 set

233

Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510534(Asli
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening
bukti pelunasan)

1 set

234

Faktur Pajak No. 010.033.16.51082571(Asli
Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy
Rekening Bukti Pelunasan)

1 set

235

Faktur Pajak No. 010.033.16.51082578(Asli
Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy
Rekening Bukti Pelunasan)

1 set

236

Faktur Pajak No. 010.033.16.51082586(Asli
Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy
Rekening Bukti Pelunasan)

1 set

237

Faktur Pajak No. 010.033.16.51082615(Asli
Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)

1 set

Disclaimer
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238 [Faktur Pajak No. 010.033.16.69850619(Asli 1 set
Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
239 [Faktur Pajak No. 010.033.16.69850928(Asli 1 set

Faktur  Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
240 [Faktur Pajak No. 010.033.16.69850712(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
241 |Faktur Pajak No. 010.033.16.69850951(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
242 [Faktur Pajak No. 010.033.16.69850989(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
243 [Faktur Pajak No. 010.033.16.69850756(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
244 |Faktur Pajak No. 010.033.16.69850800(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
245 |Faktur Pajak No. 010.033.16.69851074(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
246 [Faktur Pajak No. 010.034.16.69839638(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
247 |Faktur Pajak No. 010.034.16.69839648(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
248 [Faktur Pajak No. 010.034.16.69839681(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
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249 [Faktur Pajak No. 010.034-16.69839775(Asli 1 set
Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
250 |Faktur Pajak No. 010.034.16.69839815(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
251 |Faktur Pajak No. 010.034.16.69839867(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
252 [Faktur Pajak No. 010.034.16.69839872(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
253 [Faktur Pajak No. 010.034.16.69839891(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
254 [Faktur Pajak No. 010.034.16.69839929(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
255 [Faktur Pajak No. 010.001.17.27347571(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
256 |Faktur Pajak No. 010.001.17.27347592(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
257 |Faktur Pajak No. 010.001.17.27347626(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
258 [Faktur Pajak No. 010.001.17.27347693(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
259 |Faktur Pajak No. 010.001.17.27347703(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
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260 |Faktur Pajak No. 010.001.17.27347811(Asli 1 set
Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
261 [Faktur Pajak No. 010.001.17.27347814(Asli 1 set

Faktur  Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
262 |Faktur Pajak No. 010.001.17.27348023(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
263 [Faktur Pajak No. 010.001.17.27347839(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
264 [Faktur Pajak No. 010.001.17.27347938(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
265 |Faktur Pajak No. 010.001-17.27347961(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
266 |Faktur Pajak No. 010.001.17.27348171(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
267 |Faktur Pajak No. 010.001.17.27348202(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
268 |Faktur Pajak No. 010.001-17.27348333(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
269 [Print-out Sales Invoice List CV Lima Saudara 1 bundel

Sejahtera tanggal 01 September 2016 sd 31

Desember 2016
270 Print-out Faktur Pajak dan Faktur Penjualan 1 bundel

atas nama CV Lima Saudara Sejahtera
kepada PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI
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tahun 2016

271 |Print-out Faktur Pajak dan Faktur Penjualan 1 bundel
atas nama CV Lima Saudara Sejahtera
kepada PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI
tahun 2016 yang diatasnamakan nama lain

272 |Print-out Sales Invoice List CV Lima Saudara 1 bundel
Sejahtera tanggal 01 Januari 2017 sd 31
Desember 2017

273 |Print-out Faktur Pajak dan Faktur Penjualan 1 bundel

atas nama CV Lima Saudara Sejahtera
kepada PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI

tahun 2017
274 |Print-out Faktur Pajak dan Faktur Penjualan 1 bundel

atas nama CV Lima Saudara Sejahtera
kepada PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI

tahun 2017 yang diatasnamakan nama lain

275 |Rekap Nota sari Jaya Oktober 2016 s.d. 1 set
Desember 2017

276 [Fotocopy Nota Pembelian Oktober 2016 s.d. 1 bundel
Desember 2017

277 [Fotocopy Faktur Pajak bulan Desember 2017 1 set

278 [Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN 1 bundel
PURBONEGORO periode Januari 2016

279 |Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN 1 bundel
PURBONEGORO periode Februari 2016

280 [Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN 1 bundel
PURBONEGORO periode Maret 2016

281 |Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN 1 bundel

PURBONEGORO periode April 2016
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 38



282

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO periode Mei 2016

1 bundel

283

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO periode Juni 2016

1 bundel

284

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO periode Juli 2016

1 bundel

285

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO periode Agustus 2016

1 bundel

286

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI periode September 2016

1 bundel

287

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI periode Oktober 2016

1 bundel

288

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI periode November 2016

1 bundel

289

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI periode Desember 2016

1 bundel

290

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI periode Januari 2017

1 bundel

291

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA

1 bundel

MANDIRI periode Mei 2017

292

Fotokopi transaksi Penjualan ke PT
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI/ HELLEN
PURBONEGORO dan alias tahun 2016

1 bundel

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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293

Fotokopi transaksi Penjualan ke PT
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dan alias
tahun 2017

1 bundel

294

Fotokopi rekening giro BCA nomor :
8290968799 a.n. KOKO ARY SANTOSO

periode Januari s.d. Desember 2016

1 bundel

295

Fotokopi rekening giro BCA nomor :
8290968799 a.n. KOKO ARY SANTOSO
periode Januari s.d. Maret 2017

1 bundel

296

Fotokopi rekening giro BCA nomor :
7260238889 a.n. CV SUMBER
BERKATperiode Januari s.d. Desember 2016

1 bundel

297

Fotokopi rekening giro BCA nomor :
7260238889 a.n. CV SUMBER
BERKATperiode Januari s.d. Desember 2017

1 bundel

298

Fotokopi surat nomor S-701/PJ.05/2021
tanggal 27 Desember 2021 dan lampiran

1 bundel

299

Print Out SP2DK nomor SP2DK-
812/WPJ.23/KP.05/2017

1 set

300

531/WPJ.23/KP.0508/2018 Tanggal 8
Juni 2018

Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kunjungan LAP;

1 bendel

301

Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kunjungan
LAP-401/WPJ.23/KP.0508/2018 Tanggal 27
April 2018

1 bendel

302

Fotokopi Formulir Konseling Wajib Pajak

1 lembar

303

Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kunjungan
LAP-190/WPJ.23/KP.0506/2018 Tanggal 14
Juni 2017

1 bendel

304

Tanah, SHM No 182 seluas 410 nm? (Empat
Ratus Sepuluh meter persegi) yang terletak di

1 buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan,

Kabupaten Bantul, tercatat atas nama
MISTUN;

305

Tanah, SHM No 2293 seluas 410 nt (Empat
Ratus Sepuluh meter persegi) yang terletak (
Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan,
Kabupaten Bantul, tercatat atas nama
MISTUN;

b

1 buah

306

Tanah, SHM No 06691 seluas 400 mM (Empat]
Ratus meter persegi) yang terletak di Desa|
Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten

Bantul, tercatat atas nama MISTUN,;

1 buah

307

Tanah, SHM No 07331 seluas 600 r (Enam
Ratus meter persegi) yang terletak di Desa
Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten

Bantul, tercatat atas nama MISTUN;

1 buah

308

Tanah, SHM No 1861 seluas 775 m? (Tujuh
Ratus Tujuh Puluh Lima meter persegi) yang
terletak di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan
Kasihan, Kabupaten Bantul, tercatat atas

nama MISTUN;

1 buah

309

Tanah, SHM No 2184 seluas 767 m? (Tujuh
Ratus Enam Puluh Tujuh meter persegi) yarn
terletak di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan
Kasihan, Kabupaten Bantul, tercatat atas

nama MISTUN;

1 buah

310

Tanah, SHM No 2602 seluas 764 m? (Tujuh
Ratus Enam Puluh Tujuh Empat meter
persegi) yang terletak di Desa Tirtonirmolo,
Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul,

1 buah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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tercatat atas nama MISTUN;

311 [Tanah, SHM No 2603 seluas 456 rh( Empa 1 buah
Ratus Lima Puluh Enam meter persegi) yang
terletak di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan
Kasihan, Kabupaten Bantul, tercatat atas

nama MISTUN,;
312 [Tanah, SHM No 06327 seluas 383 nf (Tiga 1 buah

Ratus Delapan Puluh Tiga meter persegi) yang
terletak di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan
Kasihan, Kabupaten Bantul, tercatat atas

nama MISTUN,;
313 [Tanah, SHM No 06328 seluas 381 m? (Tigal 1 buah

Ratus Delapan Puluh Satu meter perseqgi)
yang terletak di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan
Kasihan, Kabupaten Bantul, tercatat atas

nama MISTUN,;
314 [Tanah, SHM No 06346 seluas 606 ri (Enam 1 buah

Ratus Enam meter persegi) yang terletak di
Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan,
Kabupaten Bantul, tercatat atas nama

MISTUN;
315 [Tanah dan bangunan di Jalan Bugisan Selatan 1 buah

Dukuh VI Padokan Lor No 117 RT 006,

Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta
316 |[Kendaraan Roda Empat Merk LEXUS Tipe 1 buah

RX2705TD A/T Nomor Registrasi AB 1560 UT
Warna Putih, milik PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI; BPKB nomor N-08497591atas nama
PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI
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alamat JI Bugisan Selatan No 117 Dk VI
Padokan Lor Rt 06 Tirtonirmolo Kasihan Bantul
317 |Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN

PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI periode Februari 2017 1 bundel
318 |Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN 1 bundel

PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI periode Maret 2017
319 |Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN 1 bundel

PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI periode April 2017
320 [Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN 1 bundel

PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI periode Juni 2017
321 |Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN [1 bundel

PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI periode Juli 2017
322 [Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN [1 bundel

PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI periode Agustus 2017
323 [Kekayaan Tersangka PT PURBALAKSANA

JAYA MANDIRI yang tersimpan di Bank

Mandiri KCP Purworejo sebesar
Rp.868.220.596,- dari nomor  rekening
1360000745379 atas nama PT

PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dan

selanjutnya dipindahkan ke rekening Bank
Mandiri nomor 070-000-744318-2 atas nama
RPL 019 SESDITJEN PAJAK UNTUK PDT

DANA SITAAN
324 |Daftar BPKP Kendaraan 1 bundel
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325 |Buku Tiga Kolom 1 buku

326 [Fotokopi SHM nomor 5861 Tahun 2005 1 set
327 |Fotokopi HGB nomor 00160 Tahun 2001 1 set
328 |Fotokopi HGB nomor 00020 Tahun 2002 1 set
329 [Fotokopi HGB nomor 50 Tahun 2010 1 set
330 [Fotokopi HGB nomor 1183 Tahun 2009 1 set
331 [Fotokopi HGB nomor 00160 Tahun 2001 1 set
332 [Fotokopi SHM nomor 494 Tahun 2001 1 set
333 [Fotokopi SHM nomor 515 Tahun 2001 1 set
334 [Fotokopi HGB nomor 00020 Tahun 2002 1 set

335 Berkas Lamaran Pekerjaan atas nama

Sumiyati 1 amplop
336 |Berkas Lamaran Pekerjaan atas nama Agung
Nugraha 1 amplop
337 [Perjanjian Kontrak Kerja 1 map
338 [Uang tunai Rp11.137.963.250,0
0
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339

Buku Stok Opname, Stok Gudang PT PJM
Bugisan, dan Harga Kontanan Tanggal 12 Mei
2022

1 bundel

340 [PC merk Simbadda 1 unit
341 |PC merk Dell Poweredge T30 1 unit
342 |Perhiasan dengan rincian:
a. Perhiasan dengan dompet warna
biru
“Toko Mas & Intan lkan Paus”
b. Kalung dalam kotak perhiasan
c. Perhiasan dalam kotak besi warna abu-abu
d. Cincin dalam kotak warna merah tulisan
Julia Jewelry
e. Perhiasan dalam dompet merah “Toko
Mas
& Intan Cap IKAN PAUS”
f. Perhiasan dalam dompet motif
bunga
“Lactamil”
g. Perhiasan dalam dompet hitam kecil
h. Jam tangan dalam kotak hitam “ORIENT”
i. Perhiasan dalam 2 (dua) kotak Lock &
Lock
j. Perhiasan dalam kotak warna biru
k. Perhiasan dalam plastik “Number
Sixty One”
|.  Perhiasan dalam kotak “ILFORD”
343 |Uang Valuta Asing dengan rincian:
- Uang kertas 1.000 Yen 11 lembar
- Uang kertas 10.000 Yen 17 lembar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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- Uang kertas 500 Dolar Hongkong 8 lembar
- Uang kertas 1000 Dolar Hongkong 3 lembar
- Uang kertas 100 Dolar Hongkong 3 lembar
- Uang kertas 20 Dolar Hongkong 1 lembar
- Uang kertas 1000 Won 1 lembar
- Uang kertas 100 Swiss Franc 3 lembar
Uang kertas 200 Swiss Franc 1 lembar
344 Bllyet Deposito Berjangka Bank BCA No. AJ 1 lembar
077452
345 [Flashdisk Toshiba 16GB dalam amplop putih 1 unit
kecil bertuliskan “Bu Hellen”
346 |Asli Sertifikat HGB No. 206 Tahun 2005 1 bundel
347 |Asli Akta Hibah No. 59/2005 1 bundel
348 [Fotokopi Sertifikat HGB No. 556 Tahun 1982 1 bundel
349 |Asli  Akta Pendirian PT PURBALAKSANA 1 bundel
JAYA MANDIRI No. 2 Tanggal 5 September
2016
350 |Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00706 a.n. 1 bundel
MISTUN Tahun 2005
351 |Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00698 a.n. 1 bundel
MISTUN Tahun 2005
352 |Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00267 a.n. 1 bundel
MISTUN Tahun 2001
353 [Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2293 a.n. 1 bundel
Mistun Tahun 1991
354 |Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3902 a.n. 1 bundel
Mistun Tahun 1986
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355 |Fotokopi Akta Nomor 10 Tanggal 16 Juni 1 bundel
Tahun 2004

356 [Fotokopi sertifikat Hak Milik nomor 06691 a.n. 1 bundel
Mistun Tahun 2005

357 [Fotokopi sertifikat Hak Milik nomor 07331 a.n. 1 bundel
Mistun Tahun 2006

358 |Fotokopi sertifikat Hak Milik nomor 06346 a.n. 1 bundel
Mistun Tahun 2004

359 |Akta Jual Beli Nomor 46/2006 Tanggal 28 1 bundel
Desember 2006

360 |Akta Kuasa Nomor 12 Tanggal 28 Desember 1 bundel
2006

361 |Akta  Pernyataan tentang pemilik yang 1 bundel
sebenarnya Nomor 10 Tanggal 28 Desember
2006

362 |Akta Kuasa Nomor 11 Tanggal 28 Desember 1 bundel
2006

363 |Akta pengikatan untuk jual beli Nomor 04 1 bundel
Tanggal 27 Juli 2006

364 |Akta Kuasa Nomor 06 Tanggal 27 Juli 2006 1 bundel

365 |Akta Kuasa Nomor 05 Tanggal 27 Juli 2006 1 bundel

366 |Akta Pembatalan Nomor 03 Tanggal 10 1 bundel
Oktober 2008

367 |Akta Pembatalan Nomor 04 Tanggal 10 1 bundel
Oktober 2008

368 |Akta Tentang Pemilik Yang Sebenarnya 1 bundel
Nomor 05 Tanggal 10 Oktober 2008

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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369 |Akta Kuasa Nomor 6 Tanggal 10 Oktober 2008 1 bundel

370 |Akta Kuasa Nomor 7 Tanggal 10 Oktober 2008 1 bundel

371 |Akta Kuasa Nomor 8 Tanggal 10 Oktober 2008 1 bundel

372 |Akta Tentang Pemilik Yang Sebenarnya 1 bundel
Nomor 09 Tanggal 10 Oktober 2008

373 |Akta Kuasa Nomor 10 Tanggal 10 Oktober 1 bundel
2008

374 |Akta Kuasa Nomor 11 Tanggal 10 Oktober 1 bundel
2008

375 [Fotokopi Sertifikat Hak Milik 1861 Tahun 1988 1 bundel

376 [Fotokopi Sertifikat Hak Milik 2184 Tahun 1980 1 bundel

377 [Fotokopi Sertifikat Hak Milik 2602 Tahun 1992 1 bundel

378 [Fotokopi Sertifikat Hak Milik 2603 Tahun 1992 1 bundel

379 [Fotokopi Sertifikat Hak Milik 06328 Tahun 1 bundel
2004

380 |Akta Jual Beli Nomor 47 Tahun 2007 1 bundel

381 |Akta Jual Beli Nomor 48 Tahun 2007 1 bundel

382 |Kunci Brankas 1 buah
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383 |Faktur pajak nomor 010.033-16.32264712 1 lembar
tanggal 13 Oktober 2016

384 [Faktur pajak nomor 010.033-16.32264729 1 lembar
tanggal 25 Oktober 2016

385 [Faktur pajak nomor 010.033-16.32264765 1 lembar
tanggal 16 November 2016

386 [Faktur pajak nomor 010.033-16.32264771 1 lembar
tanggal 18 November 2016

387 [Faktur pajak nomor 010.033-16.32264816 1 lembar
tanggal 20 Desember 2016

388 [Faktur pajak nomor 010.001-17.19479646 1 lembar
tanggal 20 Januari 2017

389 [Faktur pajak nomor 010.001-17.19479668 1 lembar
tanggal 30 Januari 2017

390 [Faktur pajak nomor 010.001-17.19479738 1 lembar
tanggal 27 Februari 2017

391 |Faktur pajak nomor 010.001-17.19479765 1 lembar
tanggal 07 Maret 2017

392 |Faktur pajak nomor 010.001-17.19479817 1 lembar
tanggal 21 Maret 2017

393 [Faktur pajak nomor 010.001-17.19479818 1 lembar
tanggal 21 Maret 2017

394 [Faktur pajak nomor 010.001-17.19479839 1 lembar
tanggal 30 Maret 2017

395 [Faktur pajak nomor 010.008-17.97666027 1 lembar
tanggal 17 April 2017

396 [Faktur pajak nomor 010.008-17.97666036 1 lembar
tanggal 18 April 2017
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397 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666037 1 lembar
tanggal 18 April 2017

398 [Faktur pajak nomor 010.008-17.97666171 1 lembar
tanggal 15 Mei 2017

399 [Faktur pajak nomor 010.008-17.97666226 1 lembar
tanggal 24 Mei 2017

400 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666227 1 lembar
tanggal 24 Mei 2017

401 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666233 1 lembar
tanggal 26 Mei 2017

402 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666292 1 lembar
tanggal 09 Juni 2017

402 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666291 1 lembar
tanggal 09 Juni 2017

403 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666341 1 lembar
tanggal 21 Juni 2017

404 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666357 1 lembar
tanggal 05 Juli 2017

405 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666358 1 lembar
tanggal 05 Juli 2017

406 [Faktur pajak nomor 010.008-17.97666395 1 lembar
tanggal 17 Juli 2017

407 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666412 1 lembar
tanggal 21 Juli 2017

408 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666415 1 lembar
tanggal 23 Juli 2017

409 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666427 1 lembar
tanggal 27 Juli 2017
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410 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666456 1 lembar
tanggal 07 Agustus 2017

411 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666524 1 lembar
tanggal 28 Agustus 2017

412 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666563 1 lembar
tanggal 08 September 2017

413 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666569 1 lembar
tanggal 11 September 2017

414 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666581 1 lembar
tanggal 13 September 2017

415 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666608 1 lembar
tanggal 22 September 2017

416 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666609 1 lembar
tanggal 22 September 2017

417 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666623 1 lembar
tanggal 28 September 2017

418 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666641 1 lembar
tanggal 04 Oktober 2017

419 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666635 1 lembar
tanggal 01 Oktober 2017

420 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666657 1 lembar
tanggal 06 Oktober 2017

421 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666660 1 lembar
tanggal 09 Oktober 2017

422 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666714 1 lembar
tanggal 30 Oktober 2017

423 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666710 1 lembar
tanggal 28 Oktober 2017
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424 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666708 1 lembar
tanggal 27 Oktober 2017

425 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666761 1 lembar
tanggal 14 November 2017

426 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666774 1 lembar
tanggal 20 November 2017

427 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666783 1 lembar
tanggal 24 November 2017

428 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666799 1 lembar
tanggal 29 November 2017

429 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666843 1 lembar
tanggal 12 Desember 2017

430 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666848 1 lembar
tanggal 14 Desember 2017

431 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666877 1 lembar
tanggal 22 Desember 2017

432 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666805 1 lembar
tanggal 01 Desember 2017

433 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666810 1 lembar

tanggal 04 Desember 2017

434 |Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT

PPN masa pajak Januari 2017 sampai dengan 1 set
Desember 2017

435 |Rekap pembayaran PT PJM ke CV SMS tahun 1 set
2016 dan tahun 2017

436 |Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) 1 set

nomor rekening 0153619996 atas nama CV|
SUMBER MAKMUR SENTOSA periode
November 2016 sampai dengan Desember
2017
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437

Rekening Koran Bank Bumi Arta nomor
rekening 310-12-05033 atas nama CV|
SUMBER MAKMUR SENTOSA periode
Januari 2016 sampai dengan Desember 2016

1 set

438

Rekening Koran Bank Bumi Arta homor
rekening  310-12-05033 atas nama CV

1 set

SUMBER MAKMUR  SENTOSA periode

Januari 2017 sampai dengan Desember 2017

439

Faktur pajak nomor 010.000-16.48146148
tanggal 31 Maret 2016

1 lembar

440

Faktur pajak nomor 010.000-16.48146185
tanggal 31 Maret 2016

1 lembar

441

Faktur pajak nomor 010.031-16.56316476
tanggal 31 Mei 2016

1 lembar

442

Faktur pajak nomor 010.031-16.56316387
tanggal 26 Mei 2016

1 lembar

443

Faktur pajak nomor 010.031-16.56316396
tanggal 26 Mei 2016

1 lembar

444

Faktur pajak nomor 010.031-16.56316540
tanggal 07 Juni 2016

1 lembar

445

Faktur pajak nomor 010.031-16.56316604
tanggal 13 Juni 2016

1 lembar

446

Faktur pajak nomor 010.031-16.56316573
tanggal 09 Juni 2016

1 lembar

447

Faktur pajak nomor 010.031-16.56316780
tanggal 18 Juli 2016

1 lembar

448

Faktur pajak nomor 010.031-16.56317198
tanggal 24 Agustus 2016

1 lembar

449

Faktur pajak nomor 010.031-16.56317193

tanggal 24 Agustus 2016

1 lembar
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450

Faktur pajak nomor 010.033-16.79992361
tanggal 14 September 2016

1 lembar

451

Faktur pajak nomor 010.033-16.79992528
tanggal 30 September 2016

1 lembar

452

Faktur pajak nomor 010.033-16.79992531
tanggal 30 September 2016

1 lembar

453

Faktur pajak nomor 010.033-16.79992595
tanggal 10 Oktober 2016

1 lembar

454

Faktur pajak nomor 010.033-16.79992783
tanggal 31 Oktober 2016

1 lembar

455

Faktur pajak nomor 010.033-16.79992962
tanggal 15 November 2016

1 lembar

456

Faktur pajak nomor 010.019-17.55271730
tanggal 11 Agustus 2017

1 lembar

457

Faktur pajak nomor 010.019-17.55271734
tanggal 11 Agustus 2017

1 lembar

458

Faktur pajak nomor 010.019-17.55271740
tanggal 11 Agustus 2017

1 lembar

459

Faktur pajak nomor 010.019-17.55271769
tanggal 15 Agustus 2017

1 lembar

460

Faktur pajak nomor 010.033-16.79992495
tanggal 28 September 2016

1 lembar

461

Rekening Koran Bank BCA KCU Sudirman
nomor rekening 0353118011 atas nama PT
KIFA CITRA SEJATI periode Maret 2016, Mei
2016, Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016,
September 2016 dan November 2016

1 set

462

Rekening Koran Bank BCA nomor rekening
5055058781 atas nama DENDY SOERJONO

periode Maret 2016, April 2016, Mei 2016, dan

1 set
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November 2016

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut,
Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa korporasi PT Purbalaksana Jaya Mandiri telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak
pidana “dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan
atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”
dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dapat menimbulkan
kerugian pada pendapatan negara” dalam dakwaan tunggal
Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa korporasi PT
Purbalaksana Jaya Mandiri dengan pidana denda sebesar 2 x pajak
terhutang = 2 x Rp.46.782.765.918,00, = Rp.93.565.531.836,00
(sembilan puluh tiga milyar lima ratus enam puluh lima juta lima
ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah),
jika terdakwa tidak membayar denda dalam waktu 1 (satu) bulan
sesudah putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk
membayar denda.

3. Menyatakan barang bukti sebagai berikut :

No Uraian Barang Bukti Jumlah
1 |Fotocopy Akta Pendirian PT PURBALAKSANA 1 set
JAYA MANDIRI Nomor 2 tanggal 5 September
2016
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2 |Fotocopy Formulir Pengukuhan Pengusaha 2 lembar

Kena Pajak

3 [Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor 1 lembar
120/Pemb/Tn/2016 tanggal 10 September 2016

4 |Fotocopy KTP Hellen Purbonegoro 1 lembar

5 |Fotocopy NPWP 08.959.290.1-541.000 atas 1 lembar
nama Hellen Purbonegoro

6 |[Fotocopy KTP Mistun 1 lembar

7 |Fotocopy Surat I1zin Usaha Perdagangan 1 lembar
(SIUP) Menengah Nomor 4427/DP/008/1X/2016

8 [Fotocopy lIzin Gangguan Nomor 1 lembar
4426/DP/001/1X/2016

9 [Fotocopy Tanda Daftar Perusahaan Perseroan 1 lembar
Terbatas nomor 4428/DP/096/1X/2016

10 |Fotocopy NPWP 80.023.808.1-543.000 atas 1 lembar
nama PT Purbalaksana Jaya Mandiri

11 |Fotocopy Keputusan Menteri Hukum dan HAM 1 lembar
Rl Nomor AHU-0039737.AH.01.01.Tahun 2016

12 |Fotocopy Lampiran Keputusan Menteri Hukum 3 lembar

dan HAM RI Nomor AHU-
0039737.AH.01.01.Tahun 2016

13 |Fotocopy denah lokasi 1 lembar

14 |Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusaha Kena 1 lembar
Pajak

15 |Fotocopy Laporan Hasil Verifikasi dalam 1 bundel

rangka pengukuhan pengusaha kena pajak
nomor LAP-291/WPJ.23/KP.05/2016 tanggal
29 September 2016 atas nama PT

Purbalaksana Jaya Mandiri
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16 |Fotocopy SPT Tahunan PPh 1771 tahun Pajak 1 bundel
2016 atas nama PT Purbalaksana Jaya Mandiri

17 |Fotocopy SPT Tahunan PPh tahun Pajak 2017 1 bundel
atas nama PT Purbalaksana Jaya Mandiri

18 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa Januari 2017 1 set
Normal

19 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa Februari 2017 1 set
Normal

20 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa Maret 2017 1 set
Normal

21 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa April 2017 1 set
Normal

22 [Fotocopy SPT Masa PPN Masa Mei 2017 1 set
Normal

23 [Fotocopy SPT Masa PPN Masa Juni 2017 1 set
Normal

24 [Fotocopy SPT Masa PPN Masa Juli 2017 1 set
Normal

25 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa Agustus 2017 1 set
Normal

26 [Fotocopy SPT Masa PPN Masa September 1 set
2017 Normal

27 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa Oktober 2017 1 set
Normal

28 [Fotocopy SPT Masa PPN Masa November 1 set
2017 Normal

29 [Fotocopy SPT Masa PPN Masa Desember 1 set
2017 Normal
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2017

30 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa Desember 1 set
2017 Pembetulan 1

31 |Fotocopy SPT Masa PPN Masa 1 set
September2016 Normal

32 [Fotocopy SPT Masa PPN Masa Oktober 2016 1 set
Normal

33 [Fotocopy SPT Masa PPN Masa November 1 set
2016 Normal

34 [Fotocopy SPT Masa PPN Masa Desember 1 set
2016 Normal

35 [Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa 1 set
September 2016

36 [Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Oktober 1 set
2016

37 [Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa 1 set
November 2016

38 [Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa 1 set
Desember 2016

39 [Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa 1 set
Januari 2017

40 |Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa 1 set
Februari 2017

41 |Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa Maret 1 set
2017

42 |Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa April 1 set
2017

43 |Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa Mei 1 set
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44 |Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa Juni 1 set

2017

45 |Fotocopy SPT Masa PPh Pasal 25 Masa Juli 1 set
2017

46 |Fotokopi Formulir Pembukaan Rekening PT 1 bundel
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI nomor
1699999499

47 |Fotokopi Akta Pendirian beserta Berita Acarg 1 bundel
RUPS dan Perubahan PT PURBALAKSANA

JAYA MANDIRI
48 |Fotokopi Cek dan Bukti Setoran PT 1 bundel
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI periode

Februari 2017

49 |Fotokopi Formulir Data 'Foreign Account Tax 1 lembar
Complience ACT (FATCA)' PT

PURBALAKSANA JAYA MANDIRI
50 |Surat Keterangan dari ERNA WIDIASTUTI 1 lembar

untuk  kelengkapan syarat permohonan
pembukaan rekening giro PT PURBALAKSANA

JAYA MANDIRI
51 [Fotokopi KTP a.n. NY. TSAU MEI ING 1 lembar
52 |Cetakan rekening koran Giro Bank BCA nomor 1 bundel

1699999499 a.n. PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI periode September s.d. Desember

2016
53 |Cetakan rekening koran Giro Bank BCA nomor 1 bundel

1699999499 a.n. PT PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2017
54 |Cetakan rekening koran Giro Bank BCA nomor 1 bundel

1699999499 a.n. PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI periode Januari s.d. Desember 2018
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55

Cetakan rekening koran Giro Bank BCA nomor
1699999499 a.n. PT PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI  periode September 2016 s.d.
Desember 2017

1 bundel

56

Cetakan rekening koran Giro Bank BCA nomor
1699999499 a.n. PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI  periode September 2016 s.d.
Desember 2018

1 bundel

57

Cetakan rekening koran Giro Bank BCA nomor
1695555557 a.n. HELLEN PURBONEGORO
periode September 2016 s.d. Mei 2017

1 bundel

58

Cetakan rekening koran Bank BCA nomor
1699990009 a.n. HELLEN PURBONEGORO
periode Januari s.d. Agustus 2016

1 bundel

59

Cetakan rekening koran Giro Bank BCA nomor
1695553333 a.n. HELLEN PURBONEGORO
periode April s.d. Desember 2017

1 bundel

60

Cetakan rekening koran Giro Bank BCA nomor
1691783737 a.n. HELLEN PURBONEGORO
periode Februari 2016 s.d. Desember 2017

1 bundel

61

Cetakan rekening koran Bank BCA nomor
1691797070 a.n. HELLEN PURBONEGORO
periode Januari s.d. Desember 2016

1 bundel

62

Cetakan rekening koran Bank BCA nomor
1691797070 a.n. HELLEN PURBONEGORO
periode Januari s.d. Desember 2017

1 bundel

63

Cetakan rekening koran Bank BCA nomor
1691797070 a.n. HELLEN PURBONEGORO
periode Januari s.d. Desember 2018

1 bundel

64

Cetakan rekening koran Bank BCA nomor
1691783737 a.n. HELLEN PURBONEGORO

periode Januari s.d. Desember 2016

1 bundel
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65 |Cetakan rekening koran Bank BCA nomor 1 bundel
1691783737 a.n. HELLEN PURBONEGORO

periode Januari s.d. Desember 2017
66 |Cetakan rekening koran Bank BCA nomor 1 bundel

1691077077 a.n. HELLEN PURBONEGORO

periode September 2020 s.d. Desember 2021
67 |Cetakan rekening koran Bank BCA nomor 1 bundel

0371256031 a.n. MISTUN periode Januari s.d.

Desember 2016
68 |Cetakan rekening koran Bank BCA nomor 1 bundel

0371256031 a.n. MISTUN periode Januari s.d.

Desember 2017
69 [Cetakan rekening koran Bank BCA nomor 1 bundel

0371256031 a.n. MISTUN periode Januari s.d.

Desember 2018
70 |Cetakan rekening koran Bank BCA nomor 1 bundel

8465354913 a.n. MISTUN periode Oktober
s.d. Desember 2018

71 [|Perjanjian Kredit Nomor 04 tgl 17-04-2017 1 bundel
72 |Perjanjian Kredit Nomor 05 tgl 16-12-2013 1 bundel
73 [Fotokopi BG dari rekening BCA 1699999499 1 bundel

a.n. PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dan

fotokopi Bukti Setoran periode Februari 2017
74 [Fotokopi Cek dari rekening BCA 1695555557 1 bundel

a.n. HELLEN PURBONEGORO dan fotokopi

Bukti Setoran periode Februari 2017
75 [Fotokopi Cek dari rekening BCA 1699990009 1 bundel

a.n. HELLEN PURBONEGORO dan fotokopi

Bukti Setoran periode Mei 2016
76 |Fotokopi Bukti Setoran dari rekening BCA 1 bundel

1691905565 a.n ERNA/HELLEN periode Mei
2016
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77 |Perjanjian Kredit Nomor 04 tgl 03-10-2016 1 bundel
78 |Laporan Rekap Penjualan Surat Jalan Mei 6 kardus

2017
79 |Laporan Stock 2017 1 kardus
80 |Nota Penjualan UD Sari Jaya 2017 7 kardus
81 [Premi PWJ (Purworejo) 3 kardus
82 Buku Stok 24 buku
83 |Data Karyawan UD SARI JAYA 1 ordner
84 |Daftar Nama Kelilingan UD SARI JAYA 1 ordner
85 |Data Karyawan Resign UD SARI JAYA 1 ordner
86 |Nota Penjualan US SARI JAYA 1 bundel
87 |Stock & Orderan 2016 PWJ 1 kardus
88 |Hit. Premi 2017 1 bundel
89 [Rekap Nota Kelilingan 2 buku
90 [Buku Harga dan Nota UD SARI JAYA 2017 1 kardus
91 |Nota UD SARI JAYA 2016 dan Buku Mutasi 1 kardus

Security
92 [Purchase Order dan Memo Pengambilan 1 bundel
93 [Cetakan Rute Kelilingan 1 bundel
94 [Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan nomor 1 bundel

2989/DP/007/VII/2015 SARI JAYA, Tanda

Daftar Gudang nomor 516/006/GD/1X/2015

SARI JAYA, I1zin Gangguan nomor

503/435/2015, Tanda Daftar Perusahaan

nomor 111154700292, Surat Pernyataan

Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan

Lingkungan Hidup SARI JAYA
95 |Asli Tanda Izin Gangguan nomor 1 set

0877/0496.WB/2013, Surat Keputusan Menteri

Perindustrian nomor 21/012/1Z/IK-1/V11/1993,
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Tanda Daftar Industri nomor
044/1Z/AINV111/2013, NPWP 4.088.076.7-541
96 |Asli NPWP 08.959.290.1-541.000, Surat 1 set
Keterangan Tedaftar nomor: PEM-
1110/WPJ.23/KP.0503/2004, Surat
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak nomor:

PEM-15798/WPJ.23/KP.0203/2009
97 |Asli Tanda Izin Gangguan nomor 1 set

503.12.M/019/PTP.WB/IV/2015, Tanda Daftar
Perusahaan Perorangan nomor
120551006099, Surat Izin Usaha Perdagangan
Mikro nomor 069/12-05/PR/V/2015, Tanda
Daftar Industri nomor 009/1Z/A/V/2015,

Keputusan Camat Wirobrajan Kota Yogyakarta

nomor 503.12.M/019/PTP.WB/IV/2015
98 |Asli Dokumen Perjanjian Perawatan Mesin UD 1 set

Sari Jaya nomor 031/T/SMB/IX/15

99 |Dokumen Rafinasi Kontanan Bakpia 1 set

100 |Surat Perjanjian Kredit/Bon Sales A, B, C, D, 1 bundel
E,LK, L Q

101 Data Karyawan UD SARI JAYA 1 bundel

102 |Nota Penjualan UD SARI JAYA 2016-2017 11 kardus

103 |Rekening Giro BCA PT PURBALAKSANA 1 set

JAYA MANDIRI nomor 1699999499 periode
September s.d Desember 2016

104 |Asli SPT Masa PPN PT PURBALAKSANA 1 bundel
JAYA MANDIRI masa September s.d.
Desember 2016

105 |Faktur Pajak Masukan PT PURBALAKSANA 1 bundel

JAYA MANDIRI September 2016
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106 |Asli SPT Tahunan PT PURBALAKSANA JAYA 1 set
MANDIRI Tahun 2016

107 |Asli SPT Masa PPh Pasal 21 PT 1 bundel
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI masa
September s.d. Desember 2016

108 |Asli SPT Masa PPh Pasal 25 PT 1 bundel
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI masa
September s.d. Desember 2016

109 [Cetakan Rekap Pembelian tahun 2016 1 bundel

110 |Cetakan Arus Kas tahun 2016 1 bundel

111 |Cetakan Rekap Penjualan Tahun 2016 1 bundel

112 |Cetakan Stock 2016 UD SARI JAYA 1 bundel

113 |Daftar Hutang dan Daftar Piutang tahun 2016 1 lembar

114 Cetakan Rekap Penjualan PT Purbalaksana 1 bundel
Jaya Mandiri tahun 2017

115 |Cetakan stock PT Purbalaksana Jaya Mandiri 1 bundel
tahun 2017

116 |Cetakan Pembelian PT Purbalaksana Jaya 1 bundel
Mandiri tahun 2017

117 |Asli SPT Tahunan PPh Badan PT 1 set
Purbalaksana Jaya Mandiri tahun pajak 2017

118 |Cetakan Arus Kas PT Purbalaksana Jaya 1 bundel
Mandiri tahun 2017

119 |Asli SPT Masa PPh Pasal 21 PT Purbalaksana 1 bundel
Jaya Mandiri tahun 2017

120 |Asli SPPT PBB tahun 2017 NOP 1 bundel
34.02.150.002.006-0330.0 atas nama HELEN
PURBONEGORO

121 |PPh Pasal 25 PT Purbalaksana Jaya Mandiri 1 bundel
tahun 2017
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122

Rekening Giro Bank BCA nomor 1699999499
tahun 2017 dan Rekening Giro Bank Mandiri
nomor 1360000745379 tahun 2017 a.n. PT
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI

1 set

123

Cetakan Faktur Pajak Keluaran PT
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI

1 set

124

Invoice Pembelian PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI dari CV INDICA MULTI KARYA
tahun 2017

1 set

125

Asli SPT Masa PPN PT PURBALAKSANA
JAYA MANDIRI masa Januari s.d. Desember
2017

1 bundel

126

Dokumen Formulir Daftar Isian Peserta BPJS
karyawan PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI

1 bundel

127

Faktur Pajak Keluaran PT PURBALAKSANA
JAYA MANDIRI

1 bundel

128

Surat Pengakuan Kepemilikan Harta nomor
3076/LEG/II/2017 tanggal 10 Maret 2017 dan
SPPT PBB NOP: 34.02.150.002.006-0330.0
tahun 2016

1 set

129

Buku catatan data pelanggan

1 buku

130

Hasil Perolehan/Pengambilan Data yang
Dikelola Secara Elektronik sejumlah 14 (empat
belas) File dengan rincian sebagai berikut:

1 hardisk

NAMA FILE

HASH VALUE (MD5)
NO [(DEVICE SUSPECT)

ud sari jaya bugisan
a362489430f3934a

adab99a172655645

1 |utara
29.ad1

Purbalaksana 39de81bbc09c43cl
Bugisan 29.ad1 bfldalb9ce099469
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5bb3e1a504138cfb4
3 |LAPTOP YUNl.ad1
c763ee5a95abbld
emalil
4 iayall?.jogia@ a965af927ec42fe77
sarijayall?.jogja
J_y 109 6ab814e435ca7f3
gmail.com.adl
emalil
5 bimiogia@ i 8f2b8420fb5e4bb4f
m.jogja@gmail.c
pim-j0gjat®d e446be3eed40afa
om.adl
6 [1_2018_07_26_10 Q7c3afe7002e3c4c2
| 22 51 My 19730f4bc123695
Passport
25E1 WXN1E275
0MOO0
, LAPTOP 702f7dddf6¢c8854b7
SERVER.ad1 b6ba5bccf17f0c5
A flash disk hijau 3303e31841a94fefb
thosiba.adl 46ae59f29e071b5
Flashdisk
] ) 123dacbc5acbdladf
9 |itam_kingston_2g
51047726897e122
b.adl
flashdisk
] ) 924d8906d6¢cc1604
10 fhitam_sandisk 16
) 9d35266055ccbhlad
bg pembelian.adl
11 flashdisk _hitam_sa [bbb07b497ec57fdff7
ndisk 16 gb.ad1 4a6050f3e949af
PC_dazumba
5740451253f9c8ed6
12 |hitam_Erna_Bag.P
] 285dc2040a50f7d
embelian.adl
13 Flashdisk Bugisan [3415cfccee300877
B29.ad1 1694572d5¢58f93
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hellenpurbonegoro  2ef87fcb1c81f7b705
14 . 785c0f203665b2
@gmail.com.adl
131 |Asli BPKP No N-08497591 atas nama PT 1 set

PURBALAKSANA  JAYA MANDIRI nomor

registrasi AB 1560 UT
132 |Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 40 1 bundel

tanggal 11 Januari 2018 Notaris DR.

Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum
133 |Fotokopi Perubahan Perjanjian Kredit Nomor 1 bundel

41 tanggal 11 Januari 2018 Notaris DR.

Winahyu Erwiningsih, SH., M.Hum
134 |Fotokopi Laporan Keuangan UD SARI JAYA 1 bundel

yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Januari
2016 s.d. Desember 2016, Neraca Desember

2016, Barang Terjual 01 Januari 2016-31
Desember 2016, Barang Dibeli 01 Januari

2016-31 Desember 2016, dan Daftar Barang-

Umum
135 |Fotokopi Laporan Keuangan UD SARI JAYA 1 bundel

yang terdiri dari Laporan Laba Rugi Januari
2017 s.d. Maret 2017, Neraca Maret 2017,
Barang Terjual 01 Januari 2017-31 Maret
2017, Barang Dibeli 01 Januari 2017-31 Maret

2017, dan Daftar Barang-Umum
136 |Faktur Pajak No. 010.033-16.17229871(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
137 |Faktur Pajak No. 010.034-16.16556412(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
138 |Faktur Pajak No. 010.033-16.17230193(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening
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bukti pelunasan)

139 |Faktur Pajak No. 010.034-16.16556690(Asli 1 set
faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
140 |Faktur Pajak No. 010.034-16.16556750(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
141 |Faktur Pajak No. 010.034-16.16556810(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
142 |Faktur Pajak No. 010.034-16.68992396(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
143 |Faktur Pajak No. 010.034-16.68992532(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
144 |Faktur Pajak No. 010.001-17.54154880(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
145 |Faktur Pajak No. 010.001-17.54155416(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
146 |Faktur Pajak No. 010.001-17.54155429(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
147 |Faktur Pajak No. 010.001-17.54155498(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
148 |Faktur Pajak No. 010.001-17.42052345(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
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149 |Faktur Pajak No. 010.001-17.42052709(Asli 1 set
faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
150 |Faktur Pajak No. 010.017-17.42052970(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
151 |Faktur Pajak No. 010.017-17.42053106(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
152 |Faktur Pajak No. 010.017-17.42053131(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
153 |Faktur Pajak No. 010.018-17.72871881(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
154 |Faktur Pajak No. 010.019-17.17265968(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
155 |Faktur Pajak No. 010.019-17.17266149(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
156 |Faktur Pajak No. 010.019-17.17266685(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
157 |Faktur Pajak No. 010.019.17.89439109(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Invoice dan Copy rekening

bukti pelunasan)
158 |Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863167(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
159 |Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863375(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
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160 |Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863205(Asli 1 set
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
161 |Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863280(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
162 |Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863322(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
163 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46140731(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
164 |Faktur Pajak Nomor 010.033-16.69863462(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
165 |Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863573(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
166 |Faktur Pajak Nomor 010.033.16.69863579(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
167 |Faktur Pajak Nomor 010.033-16.69863621(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
168 |[Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46140878(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
169 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46140885(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
170 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46140901(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
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171 |Faktur Pajak Nomor 010.034.16.46140958(Asli 1 set
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
172 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46140954(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
173 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46140999(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
174 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141027(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
175 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141047(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
176 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141054(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
177 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141081(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
178 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141084(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
179 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141097(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
180 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141093(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
181 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141108(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
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182 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141188(Asli 1 set
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
183 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.16141206(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
184 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.16141187(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
185 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141217(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
186 |Faktur Pajak Nomor 010.034-16.46141191(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
187 |Faktur Pajak Nomor 010.034.16.46141209(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
188 |Faktur Pajak Nomor 010.034.16.46141183(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
189 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509657(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
190 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509674(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
191 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509698(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
192 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509690(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
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193 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509712(Asli 1 set
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
194 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509709(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
195 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509716(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
196 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509725(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
197 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509722(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
198 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509763(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
199 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509768(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
200 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509778(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
201 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509780(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
202 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509828(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
203 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509838(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
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204 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509849(Asli 1 set
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
205 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509858(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
206 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509876(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
207 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509901(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
208 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510147(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
209 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510167(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
210 [Faktur Pajak Nomor 010.001.17.27509960(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
211 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509973(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
212 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509989(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
213 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509996(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
214 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27509998(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
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215 |Faktur Pajak Nomor 010.001.17.27510011(Asli 1 set
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
216 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510153(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
217 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510152(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
218 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510087(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
219 [Faktur Pajak Nomor 010.001.17.27510085(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
220 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510074(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
221 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510081(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
222 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510340(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
223 |Faktur Pajak Nomor 010.001.17.27510213(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
224 |Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510497(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
225 [Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510509(Asli 1 set

faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)
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226

Faktur Pajak Nomor 010.001.17.27510511(Asli
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)

1 set

227

Faktur Pajak Nomor 010.001.17.27510305(Asli
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening
bukti pelunasan)

1 set

228

Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510522(Asli
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening
bukti pelunasan)

1 set

229

Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510519(Asli
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening

bukti pelunasan)

1 set

230

Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510537(Asli
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening
bukti pelunasan)

1 set

231

Faktur Pajak Nomor 010.001.17.27510533(Asli
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening
bukti pelunasan)

1 set

232

Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510531(Asli
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening
bukti pelunasan)

1 set

233

Faktur Pajak Nomor 010.001-17.27510534(Asli
faktur pajak, Copy Kwitansi dan Copy rekening
bukti pelunasan)

1 set

234

Faktur Pajak No. 010.033.16.51082571(Asli
Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy
Rekening Bukti Pelunasan)

1 set

235

Faktur Pajak No. 010.033.16.51082578(Asli
Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)

1 set

236

Faktur Pajak No. 010.033.16.51082586(Asli
Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)

1 set
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237 [Faktur Pajak No. 010.033.16.51082615(Asli 1 set
Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
238 |Faktur Pajak No. 010.033.16.69850619(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
239 [Faktur Pajak No. 010.033.16.69850928(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
240 [Faktur Pajak No. 010.033.16.69850712(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
241 |Faktur Pajak No. 010.033.16.69850951(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
242 [Faktur Pajak No. 010.033.16.69850989(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
243 [Faktur Pajak No. 010.033.16.69850756(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
244 |Faktur Pajak No. 010.033.16.69850800(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
245 |Faktur Pajak No. 010.033.16.69851074(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
246 [Faktur Pajak No. 010.034.16.69839638(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
247 |Faktur Pajak No. 010.034.16.69839648(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
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248 |Faktur Pajak No. 010.034.16.69839681(Asli 1 set
Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
249 [Faktur Pajak No. 010.034-16.69839775(Asli 1 set

Faktur  Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
250 [Faktur Pajak No. 010.034.16.69839815(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
251 [Faktur Pajak No. 010.034.16.69839867(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
252 |Faktur Pajak No. 010.034.16.69839872(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
253 |Faktur Pajak No. 010.034.16.69839891(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
254 |Faktur Pajak No. 010.034.16.69839929(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
255 |Faktur Pajak No. 010.001.17.27347571(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
256 |Faktur Pajak No. 010.001.17.27347592(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
257 [Faktur Pajak No. 010.001.17.27347626(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
258 [Faktur Pajak No. 010.001.17.27347693(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
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259 |Faktur Pajak No. 010.001.17.27347703(Asli 1 set
Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
260 |Faktur Pajak No. 010.001.17.27347811(Asli 1 set

Faktur  Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
261 [Faktur Pajak No. 010.001.17.27347814(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
262 |Faktur Pajak No. 010.001.17.27348023(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
263 [Faktur Pajak No. 010.001.17.27347839(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
264 |Faktur Pajak No. 010.001.17.27347938(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
265 |Faktur Pajak No. 010.001-17.27347961(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
266 |Faktur Pajak No. 010.001.17.27348171(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
267 |Faktur Pajak No. 010.001.17.27348202(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
268 |Faktur Pajak No. 010.001-17.27348333(Asli 1 set

Faktur Pajak, Copy Kwitansi dan Copy

Rekening Bukti Pelunasan)
269 |Print-out Sales Invoice List CV Lima Saudara 1 bundel

Sejahtera tanggal 01 September 2016 sd 31
Desember 2016
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270 |Print-out Faktur Pajak dan Faktur Penjualan 1 bundel
atas nama CV Lima Saudara Sejahtera
kepada PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI

tahun 2016
271 |Print-out Faktur Pajak dan Faktur Penjualan 1 bundel

atas nama CV Lima Saudara Sejahtera
kepada PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI

tahun 2016 yang diatasnamakan nama lain
272 Print-out Sales Invoice List CV Lima Saudara 1 bundel

Sejahtera tanggal 01 Januari 2017 sd 31

Desember 2017
273 |Print-out Faktur Pajak dan Faktur Penjualan 1 bundel

atas nama CV Lima Saudara Sejahtera
kepada PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI

tahun 2017
274 |Print-out Faktur Pajak dan Faktur Penjualan 1 bundel

atas nama CV Lima Saudara Sejahtera
kepada PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI

tahun 2017 yang diatasnamakan nama lain

275 |Rekap Nota sari Jaya Oktober 2016 s.d. 1 set
Desember 2017

276 [Fotocopy Nota Pembelian Oktober 2016 s.d. 1 bundel
Desember 2017

277 [Fotocopy Faktur Pajak bulan Desember 2017 1 set

278 |Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN 1 bundel
PURBONEGORO periode Januari 2016

279 [Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN 1 bundel
PURBONEGORO periode Februari 2016

280 [Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN 1 bundel

PURBONEGORO periode Maret 2016
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281

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO periode April 2016

1 bundel

282

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO periode Mei 2016

1 bundel

283

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO periode Juni 2016

1 bundel

284

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO periode Juli 2016

1 bundel

285

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO periode Agustus 2016

1 bundel

286

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI periode September 2016

1 bundel

287

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI periode Oktober 2016

1 bundel

288

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI periode November 2016

1 bundel

289

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI periode Desember 2016

1 bundel

290

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI periode Januari 2017

1 bundel

201

Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN
PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA

1 bundel

MANDIRI periode Mei 2017

292

Fotokopi transaksi Penjualan ke PT
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI/ HELLEN

1 bundel
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PURBONEGORO dan alias tahun 2016

293 |Fotokopi transaksi Penjualan ke PT 1 bundel
PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dan alias
tahun 2017

294 |Fotokopi rekening giro BCA nomor : 1 bundel

8290968799 a.n. KOKO ARY SANTOSO

periode Januari s.d. Desember 2016
295 [Fotokopi rekening giro BCA nomor : 1 bundel

8290968799 a.n. KOKO ARY SANTOSO

periode Januari s.d. Maret 2017
296 [Fotokopi rekening giro BCA nomor : 1 bundel

7260238889 a.n. CV SUMBER

BERKATperiode Januari s.d. Desember 2016
297 [Fotokopi rekening giro BCA nomor : 1 bundel

7260238889 a.n. CV SUMBER

BERKATperiode Januari s.d. Desember 2017
298 [Fotokopi surat nomor S-701/PJ.05/2021 1 bundel

tanggal 27 Desember 2021 dan lampiran
299 |Print Out SP2DK nomor SP2DK- 1 set
812/WPJ.23/KP.05/2017

300 |Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kunjungan LAPt 1 bendel
531/WPJ.23/KP.0508/2018 Tanggal 8

Juni 2018
301 [Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kunjungan 1 bendel

LAP-401/WPJ.23/KP.0508/2018 Tanggal 27

April 2018
302 [Fotokopi Formulir Konseling Waijib Pajak 1 lembar

303 |Fotokopi Laporan Pelaksanaan Kunjungan 1 bendel
LAP-190/WPJ.23/KP.0506/2018 Tanggal 14
Juni 2017
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304

Tanah, SHM No 182 seluas 410 n¥? (Empat
Ratus Sepuluh meter persegi) yang terletak di

Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan,

1 buah

Kabupaten Bantul, tercatat atas nama
MISTUN;

305

Tanah, SHM No 2293 seluas 410 n? (Empat

Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan,
Kabupaten Bantul, tercatat atas nama
MISTUN;

Ratus Sepuluh meter persegi) yang terletak di

1 buah

306

Tanah, SHM No 06691 seluas 400 M (Empat
Ratus meter persegi) yang terletak di Desad
Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten

Bantul, tercatat atas nama MISTUN;

1 buah

307

Tanah, SHM No 07331 seluas 600 r (Enam
Ratus meter persegi) yang terletak di Desd
Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten

Bantul, tercatat atas nama MISTUN;

1 buah

308

Tanah, SHM No 1861 seluas 775 m? (Tujuh
Ratus Tujuh Puluh Lima meter persegi) yang
terletak di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan
Kasihan, Kabupaten Bantul, tercatat atas

nama MISTUN;

1 buah

309

Tanah, SHM No 2184 seluas 767 m? (Tujuh

terletak di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan
Kasihan, Kabupaten Bantul, tercatat atas
nama MISTUN;

Ratus Enam Puluh Tujuh meter persegi) yang

1 buah

310

Tanah, SHM No 2602 seluas 764 m? (Tujuh
Ratus Enam Puluh Tujuh Empat meter

persegi) yang terletak di Desa Tirtonirmolo,

1 buah
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Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul,
tercatat atas nama MISTUN,;
311 [Tanah, SHM No 2603 seluas 456 rh( Empa 1 buah

Ratus Lima Puluh Enam meter persegi) yang

terletak di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan
Kasihan, Kabupaten Bantul, tercatat atas

nama MISTUN,;
312 [Tanah, SHM No 06327 seluas 383 nf (Tiga 1 buah

Ratus Delapan Puluh Tiga meter persegi) yang
terletak di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan
Kasihan, Kabupaten Bantul, tercatat atas

nama MISTUN,;
313 [Tanah, SHM No 06328 seluas 381 m? (Tigal 1 buah

Ratus Delapan Puluh Satu meter perseqgi)
yang terletak di Desa Tirtonirmolo, Kecamatan
Kasihan, Kabupaten Bantul, tercatat atas

nama MISTUN,;
314 [Tanah, SHM No 06346 seluas 606 ri (Enam 1 buah

Ratus Enam meter persegi) yang terletak di

Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan,
Kabupaten Bantul, tercatat atas nama

MISTUN;
315 [Tanah dan bangunan di Jalan Bugisan Selatan 1 buah

Dukuh VI Padokan Lor No 117 RT 006,

Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta
316 |[Kendaraan Roda Empat Merk LEXUS Tipe 1 buah

RX2705TD A/T Nomor Registrasi AB 1560 UT
Warna Putih, milik PT PURBALAKSANA JAYA
MANDIRI; BPKB nomor N-08497591atas nama
PT PURBALAKSANA JAYA MANDIRI
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alamat JI Bugisan Selatan No 117 Dk VI
Padokan Lor Rt 06 Tirtonirmolo Kasihan Bantul
317 |Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN

PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI periode Februari 2017 1 bundel
318 |Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN 1 bundel

PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI periode Maret 2017
319 |Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN 1 bundel

PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI periode April 2017
320 [Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN 1 bundel

PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI periode Juni 2017
321 |Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN [1 bundel

PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI periode Juli 2017
322 [Fotokopi Cek dan Bukti Setoran HELLEN [1 bundel

PURBONEGORO/PT PURBALAKSANA JAYA

MANDIRI periode Agustus 2017
323 [Kekayaan Tersangka PT PURBALAKSANA

JAYA MANDIRI yang tersimpan di Bank

Mandiri KCP Purworejo sebesar
Rp.868.220.596,- dari nomor  rekening
1360000745379 atas nama PT

PURBALAKSANA JAYA MANDIRI dan

selanjutnya dipindahkan ke rekening Bank
Mandiri nomor 070-000-744318-2 atas nama
RPL 019 SESDITJEN PAJAK UNTUK PDT

DANA SITAAN
324 |Daftar BPKP Kendaraan 1 bundel
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325 |Buku Tiga Kolom 1 buku

326 [Fotokopi SHM nomor 5861 Tahun 2005 1 set
327 |Fotokopi HGB nomor 00160 Tahun 2001 1 set
328 |Fotokopi HGB nomor 00020 Tahun 2002 1 set
329 [Fotokopi HGB nomor 50 Tahun 2010 1 set
330 [Fotokopi HGB nomor 1183 Tahun 2009 1 set
331 [Fotokopi HGB nomor 00160 Tahun 2001 1 set
332 [Fotokopi SHM nomor 494 Tahun 2001 1 set
333 [Fotokopi SHM nomor 515 Tahun 2001 1 set
334 [Fotokopi HGB nomor 00020 Tahun 2002 1 set

335 Berkas Lamaran Pekerjaan atas nama

Sumiyati 1 amplop
336 |Berkas Lamaran Pekerjaan atas nama Agung
Nugraha 1 amplop
337 [Perjanjian Kontrak Kerja 1 map
338 [Uang tunai Rp11.137.963.250,0
0
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339

Buku Stok Opname, Stok Gudang PT PJM
Bugisan, dan Harga Kontanan Tanggal 12 Mei
2022

1 bundel

340 [PC merk Simbadda 1 unit
341 |PC merk Dell Poweredge T30 1 unit
342 |Perhiasan dengan rincian:
m. Perhiasan dengan dompet warna
biru
“Toko Mas & Intan lkan Paus”
n. Kalung dalam kotak perhiasan
0. Perhiasan dalam kotak besi warna abu-abu
p. Cincin dalam kotak warna merah tulisan
Julia Jewelry
g. Perhiasan dalam dompet merah “Toko
Mas
& Intan Cap IKAN PAUS”
r. Perhiasan dalam dompet motif
bunga
“Lactamil”
s. Perhiasan dalam dompet hitam kecil
t. Jam tangan dalam kotak hitam “ORIENT"
u. Perhiasan dalam 2 (dua) kotak Lock &
Lock
V. Perhiasan dalam kotak warna biru
w. Perhiasan dalam plastik “Number
Sixty One”
X. Perhiasan dalam kotak “ILFORD”
343 |Uang Valuta Asing dengan rincian:
- Uang kertas 1.000 Yen 11 lembar
- Uang kertas 10.000 Yen 17 lembar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Halaman 87 dari 104 Putusan Nomor 20/PID.SUS/2023/PT YYK

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



- Uang kertas 500 Dolar Hongkong 8 lembar
- Uang kertas 1000 Dolar Hongkong 3 lembar
- Uang kertas 100 Dolar Hongkong 3 lembar
- Uang kertas 20 Dolar Hongkong 1 lembar
- Uang kertas 1000 Won 1 lembar
- Uang kertas 100 Swiss Franc 3 lembar
Uang kertas 200 Swiss Franc 1 lembar
344 Bllyet Deposito Berjangka Bank BCA No. AJ 1 lembar
077452
345 [Flashdisk Toshiba 16GB dalam amplop putih 1 unit
kecil bertuliskan “Bu Hellen”
346 |Asli Sertifikat HGB No. 206 Tahun 2005 1 bundel
347 |Asli Akta Hibah No. 59/2005 1 bundel
348 [Fotokopi Sertifikat HGB No. 556 Tahun 1982 1 bundel
349 |Asli  Akta Pendirian PT PURBALAKSANA 1 bundel
JAYA MANDIRI No. 2 Tanggal 5 September
2016
350 |Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00706 a.n. 1 bundel
MISTUN Tahun 2005
351 |Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00698 a.n. 1 bundel
MISTUN Tahun 2005
352 |Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 00267 a.n. 1 bundel
MISTUN Tahun 2001
353 [Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 2293 a.n. 1 bundel
Mistun Tahun 1991
354 |Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 3902 a.n. 1 bundel
Mistun Tahun 1986
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355 |Fotokopi Akta Nomor 10 Tanggal 16 Juni 1 bundel
Tahun 2004

356 [Fotokopi sertifikat Hak Milik nomor 06691 a.n. 1 bundel
Mistun Tahun 2005

357 [Fotokopi sertifikat Hak Milik nomor 07331 a.n. 1 bundel
Mistun Tahun 2006

358 |Fotokopi sertifikat Hak Milik nomor 06346 a.n. 1 bundel
Mistun Tahun 2004

359 |Akta Jual Beli Nomor 46/2006 Tanggal 28 1 bundel
Desember 2006

360 |Akta Kuasa Nomor 12 Tanggal 28 Desember 1 bundel
2006

361 |Akta  Pernyataan tentang pemilik yang 1 bundel
sebenarnya Nomor 10 Tanggal 28 Desember
2006

362 |Akta Kuasa Nomor 11 Tanggal 28 Desember 1 bundel
2006

363 |Akta pengikatan untuk jual beli Nomor 04 1 bundel
Tanggal 27 Juli 2006

364 |Akta Kuasa Nomor 06 Tanggal 27 Juli 2006 1 bundel

365 |Akta Kuasa Nomor 05 Tanggal 27 Juli 2006 1 bundel

366 |Akta Pembatalan Nomor 03 Tanggal 10 1 bundel
Oktober 2008

367 |Akta Pembatalan Nomor 04 Tanggal 10 1 bundel
Oktober 2008

368 |Akta Tentang Pemilik Yang Sebenarnya 1 bundel
Nomor 05 Tanggal 10 Oktober 2008
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369 |Akta Kuasa Nomor 6 Tanggal 10 Oktober 2008 1 bundel

370 |Akta Kuasa Nomor 7 Tanggal 10 Oktober 2008 1 bundel

371 |Akta Kuasa Nomor 8 Tanggal 10 Oktober 2008 1 bundel

372 |Akta Tentang Pemilik Yang Sebenarnya 1 bundel
Nomor 09 Tanggal 10 Oktober 2008

373 |Akta Kuasa Nomor 10 Tanggal 10 Oktober 1 bundel
2008

374 |Akta Kuasa Nomor 11 Tanggal 10 Oktober 1 bundel
2008

375 [Fotokopi Sertifikat Hak Milik 1861 Tahun 1988 1 bundel

376 [Fotokopi Sertifikat Hak Milik 2184 Tahun 1980 1 bundel

377 [Fotokopi Sertifikat Hak Milik 2602 Tahun 1992 1 bundel

378 [Fotokopi Sertifikat Hak Milik 2603 Tahun 1992 1 bundel

379 [Fotokopi Sertifikat Hak Milik 06328 Tahun 1 bundel
2004

380 |Akta Jual Beli Nomor 47 Tahun 2007 1 bundel

381 |Akta Jual Beli Nomor 48 Tahun 2007 1 bundel

382 |Kunci Brankas 1 buah
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383 |Faktur pajak nomor 010.033-16.32264712 1 lembar
tanggal 13 Oktober 2016

384 [Faktur pajak nomor 010.033-16.32264729 1 lembar
tanggal 25 Oktober 2016

385 [Faktur pajak nomor 010.033-16.32264765 1 lembar
tanggal 16 November 2016

386 [Faktur pajak nomor 010.033-16.32264771 1 lembar
tanggal 18 November 2016

387 [Faktur pajak nomor 010.033-16.32264816 1 lembar
tanggal 20 Desember 2016

388 [Faktur pajak nomor 010.001-17.19479646 1 lembar
tanggal 20 Januari 2017

389 [Faktur pajak nomor 010.001-17.19479668 1 lembar
tanggal 30 Januari 2017

390 [Faktur pajak nomor 010.001-17.19479738 1 lembar
tanggal 27 Februari 2017

391 |Faktur pajak nomor 010.001-17.19479765 1 lembar
tanggal 07 Maret 2017

392 |Faktur pajak nomor 010.001-17.19479817 1 lembar
tanggal 21 Maret 2017

393 [Faktur pajak nomor 010.001-17.19479818 1 lembar
tanggal 21 Maret 2017

394 [Faktur pajak nomor 010.001-17.19479839 1 lembar
tanggal 30 Maret 2017

395 [Faktur pajak nomor 010.008-17.97666027 1 lembar
tanggal 17 April 2017

396 [Faktur pajak nomor 010.008-17.97666036 1 lembar
tanggal 18 April 2017
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397 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666037 1 lembar
tanggal 18 April 2017

398 [Faktur pajak nomor 010.008-17.97666171 1 lembar
tanggal 15 Mei 2017

399 [Faktur pajak nomor 010.008-17.97666226 1 lembar
tanggal 24 Mei 2017

400 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666227 1 lembar
tanggal 24 Mei 2017

401 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666233 1 lembar
tanggal 26 Mei 2017

402 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666292 1 lembar
tanggal 09 Juni 2017

402 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666291 1 lembar
tanggal 09 Juni 2017

403 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666341 1 lembar
tanggal 21 Juni 2017

404 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666357 1 lembar
tanggal 05 Juli 2017

405 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666358 1 lembar
tanggal 05 Juli 2017

406 [Faktur pajak nomor 010.008-17.97666395 1 lembar
tanggal 17 Juli 2017

407 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666412 1 lembar
tanggal 21 Juli 2017

408 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666415 1 lembar
tanggal 23 Juli 2017

409 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666427 1 lembar
tanggal 27 Juli 2017
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410 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666456 1 lembar
tanggal 07 Agustus 2017

411 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666524 1 lembar
tanggal 28 Agustus 2017

412 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666563 1 lembar
tanggal 08 September 2017

413 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666569 1 lembar
tanggal 11 September 2017

414 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666581 1 lembar
tanggal 13 September 2017

415 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666608 1 lembar
tanggal 22 September 2017

416 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666609 1 lembar
tanggal 22 September 2017

417 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666623 1 lembar
tanggal 28 September 2017

418 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666641 1 lembar
tanggal 04 Oktober 2017

419 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666635 1 lembar
tanggal 01 Oktober 2017

420 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666657 1 lembar
tanggal 06 Oktober 2017

421 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666660 1 lembar
tanggal 09 Oktober 2017

422 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666714 1 lembar
tanggal 30 Oktober 2017

423 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666710 1 lembar
tanggal 28 Oktober 2017
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424 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666708 1 lembar
tanggal 27 Oktober 2017

425 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666761 1 lembar
tanggal 14 November 2017

426 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666774 1 lembar
tanggal 20 November 2017

427 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666783 1 lembar
tanggal 24 November 2017

428 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666799 1 lembar
tanggal 29 November 2017

429 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666843 1 lembar
tanggal 12 Desember 2017

430 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666848 1 lembar
tanggal 14 Desember 2017

431 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666877 1 lembar
tanggal 22 Desember 2017

432 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666805 1 lembar
tanggal 01 Desember 2017

433 |Faktur pajak nomor 010.008-17.97666810 1 lembar

tanggal 04 Desember 2017

434 |Pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT

PPN masa pajak Januari 2017 sampai dengan 1 set
Desember 2017

435 |Rekap pembayaran PT PJM ke CV SMS tahun 1 set
2016 dan tahun 2017

436 |Rekening Koran Bank Central Asia (BCA) 1 set

nomor rekening 0153619996 atas nama CV|
SUMBER MAKMUR SENTOSA periode
November 2016 sampai dengan Desember
2017
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437

Rekening Koran Bank Bumi Arta nomor
rekening 310-12-05033 atas nama CV|
SUMBER MAKMUR SENTOSA periode
Januari 2016 sampai dengan Desember 2016

1 set

438

Rekening Koran Bank Bumi Arta homor
rekening  310-12-05033 atas nama CV

1 set

SUMBER MAKMUR  SENTOSA periode

Januari 2017 sampai dengan Desember 2017

439

Faktur pajak nomor 010.000-16.48146148
tanggal 31 Maret 2016

1 lembar

440

Faktur pajak nomor 010.000-16.48146185
tanggal 31 Maret 2016

1 lembar

441

Faktur pajak nomor 010.031-16.56316476
tanggal 31 Mei 2016

1 lembar

442

Faktur pajak nomor 010.031-16.56316387
tanggal 26 Mei 2016

1 lembar

443

Faktur pajak nomor 010.031-16.56316396
tanggal 26 Mei 2016

1 lembar

444

Faktur pajak nomor 010.031-16.56316540
tanggal 07 Juni 2016

1 lembar

445

Faktur pajak nomor 010.031-16.56316604
tanggal 13 Juni 2016

1 lembar

446

Faktur pajak nomor 010.031-16.56316573
tanggal 09 Juni 2016

1 lembar

447

Faktur pajak nomor 010.031-16.56316780
tanggal 18 Juli 2016

1 lembar

448

Faktur pajak nomor 010.031-16.56317198
tanggal 24 Agustus 2016

1 lembar

449

Faktur pajak nomor 010.031-16.56317193

tanggal 24 Agustus 2016

1 lembar
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450

Faktur pajak nomor 010.033-16.79992361
tanggal 14 September 2016

1 lembar

451

Faktur pajak nomor 010.033-16.79992528
tanggal 30 September 2016

1 lembar

452

Faktur pajak nomor 010.033-16.79992531
tanggal 30 September 2016

1 lembar

453

Faktur pajak nomor 010.033-16.79992595
tanggal 10 Oktober 2016

1 lembar

454

Faktur pajak nomor 010.033-16.79992783
tanggal 31 Oktober 2016

1 lembar

455

Faktur pajak nomor 010.033-16.79992962
tanggal 15 November 2016

1 lembar

456

Faktur pajak nomor 010.019-17.55271730
tanggal 11 Agustus 2017

1 lembar

457

Faktur pajak nomor 010.019-17.55271734
tanggal 11 Agustus 2017

1 lembar

458

Faktur pajak nomor 010.019-17.55271740
tanggal 11 Agustus 2017

1 lembar

459

Faktur pajak nomor 010.019-17.55271769
tanggal 15 Agustus 2017

1 lembar

460

Faktur pajak nomor 010.033-16.79992495
tanggal 28 September 2016

1 lembar

461

Rekening Koran Bank BCA KCU Sudirman
nomor rekening 0353118011 atas nama PT
KIFA CITRA SEJATI periode Maret 2016, Mei
2016, Juni 2016, Juli 2016, Agustus 2016,
September 2016 dan November 2016

1 set

462

Rekening Koran Bank BCA nomor rekening
5055058781 atas nama DENDY SOERJONO

periode Maret 2016, April 2016, Mei 2016, dan

1 set
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November 2016

Barang bukti No.1 Sampai dengan 45 dikembalikan kepada saksi

SUSIANA HELMI ANDRI ;

Barang bukti No.46 Sampai dengan 77 dikembalikan kepada
saksi ANANTO NUGROHO SULAKSONO ;

Barang bukti No.78 Sampai dengan 130 dikembalikan kepada

HELLEN PURBONEGORO ;

Barang bukti N0.132 Sampai dengan 135 dikembalikan kepada

saksi DIAN MARSISKA ;

Barang bukti N0.136 Sampai dengan
saksi NURASIAH ;

Barang bukti No.158 Sampai dengan
saksi FAJAR SAGITAANTONIUS ;
Barang bukti N0.235 Sampai dengan
saksi FAJAR SAGITAANTONIUS ;
Barang bukti N0.269 Sampai dengan
saksi MARIA BUDIARTI ;

Barang bukti No.275 Sampai dengan
saksi ERNI CAHYO HERWANTI ;
Barang bukti N0.278 Sampai dengan

157

234

268

274

277

201

saksi ANANTO NUGROHO SULAKSONO ;

Barang bukti N0.292 Sampai dengan
saksi GO KWEI ING ;

Barang bukti No.299 Sampai dengan 303, dikembalikan kepada

saksi AKHMAD SURYOPRANANTO ;

298

dikembalikan

dikembalikan

dikembalikan

dikembalikan

dikembalikan

dikembalikan

dikembalikan

kepada

kepada

kepada

kepada

kepada

kepada

kepada

Barang bukti No0.304 Sampai dengan 315 dikembalikan kepada

HELLEN PURBONEGORO ;
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[0 Barang bukti No.317 Sampai dengan 322 dikembalikan kepada
saksi ANANTO NUGROHO SULAKSONO ;

0 Barang bukti No.324 Sampai dengan 337, N0.339 sampai dengan
342, No.345 sampai dengan 382, dikembalikan kepada HELLEN
PURBONEGORO ;

0 Barang bukti No.383 Sampai dengan 438 dikembalikan kepada
saksi JOE YOEWONO DARMAWAN ;

[0 Barang bukti No.439 Sampai dengan 462 dikembalikan kepada
saksi DENDY SOERJONO ;

0 Barang bukti No.131, N0.316, No0.323, N0.338, N0.343, No.344
dirampas untuk Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang
pembayaran denda ;

4. Membebankan kepada terdakwa korporasi PT Purbalaksana Jaya

Mandiri untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu

rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor  241/Akta
Pid.Sus/2022/PN Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul
yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2023, terdakwa nama
Korporasi PT Purbalaksana Jaya Mandiri, telah mengajukan permintaan
banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 241/
Pid.Sus/2022/PN Btl. Tanggal 6 Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bantul yang menerangkan bahwa pada
tanggal 8 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan
kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor  241/Akta
Pid.Sus/2022/PN Btl. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul
yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Februari 2023, Penuntut

Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan
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Pengadilan Negeri Bantul Nomor 241/ Pid.Sus/2022/PN Btl. Tanggal 6
Februari 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jombang yang menerangkan bahwa
pada tanggal 21 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah
diberitahukan kepada Penasihat Hukum terdakwa nama Korporasi PT
Purbalaksana Jaya Mandiri;

Membaca Memori Banding tanggal 20 Februari 2023, yang
diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 21 Februari 2023 dan telah diserahkan
salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa nama Korporasi PT
Purbalaksana Jaya Mandiri pada tanggal 22 Februari 2023;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Februari 2023, yang
diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa nama Korporasi PT
Purbalaksana Jaya Mandiri, yang telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 21 Februari 2023 dan telah diserahkan
salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2023;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 6 Maret 2023, yang
diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Bantul, tanggal 6 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan
resminya Penasihat Hukum terdakwa korporasi PT Purbalaksana Jaya
Mandiri pada tanggal 7 Maret 2023;

Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas
perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal
13 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum
Terdakwa nama Korporasi PT Purbalaksana Jaya Mandiri;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum
Terdakwa nama Korporasi PT Purbalaksana Jaya Mandiri dan Penuntut

Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta
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syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa nama Korporasi

PT Purbalaksana Jaya Mandiri mengajukan memori banding tanggal 21

Februari 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Hellen Purbonegoro
tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 1 Februari
2023 yang diucapkan tanggal 6 Februari 2023  No.
241/Pid.Sus/2022/PN.Btl. yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa Korporasi TIDAK TERBUKTI secara sah
dan menyakinkan bersalah, melakukan tindak pidana perpajakan
sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Pasal pasal 39
ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor. 6 Tahun 1983
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Jaksa Penuntut Umum
(vrijspraak) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau
setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan
hukum (onstslag van alle rechtsvervolging) sesuai Pasal 191 ayat
(2) KUHAP;

3. Menyatakan barang bukti yang disita dalam perkara ini
dikembalikan kepada yang berhak darimana barang bukti tersebut
disita;

4. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa Hellen
Purbonegoro pada harkat dan martabatnya semula;
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5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;
Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim yang
mulia menjatuhkan hukuman yang seringan-ringanya kepada PEMOHON
BANDING (Terdakwa) dengan mempertimbangkan : 1. Tidak pernah
berbuat tindak pidana sebelumnya, 2. Memiliki tanggungan keluarga, 3.
Tidak terbukti perbuatan Pemohon Banding (Terdakwa);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding
tanggal 17 Februari 2023, yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus sesuai dengan apa yang
dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 22
Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori
banding tanggal 6 Maret 2023, yang pada pokoknya meminta Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta memutus sesuai dengan apa yang
dimintakan dalam tuntutan pidana yang diajukan pada tanggal 22
Desember 2022;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
Yogyakarta membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas
perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor
241/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 6 Februari 2023 dan telah
memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum
Terdakwa nama Korporasi PT Purbalaksana Jaya Mandiri serta memori
banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum,
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat:

Menimbang, bahwa kegiatan Terdakwa PT Purbalaksana Jaya
Mandiri sebagaimana dalam akta pendiriannya adalah bergerak dalam
bidang usaha perdagangan eceran berbagai macam barang yang
utamanya makanan, minuman, atau sembako bukan di supermarket/
minimarket, yang jenis barangnya antara lain gula, terigu, gandum, teh,

minyak goreng, kecap, dan lain-lain sebagaimana telah dengan jelas
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disebutkan dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor
241/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 6 Februari 2023, dimana PT
Purbalaksana Jaya Mandiri tersebut sudah dikukuhkan sebagai
pengusaha kena pajak, yang berkewajiban antara lain membayar PPh,
badan memungut dan menyetorkan PPN, mengisi SPT dengan benar dan
lengkap.;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai penarikan kesimpulan
fakta oleh Majelis Haklim Pengadilan Negeri Bantul, telah dilakukan atas
dasar Berita Acara Persidangan yang menyangkut pemeriksaan saksi-
saksi, keterangan terdakwa, bukti surat, barang bukti dan keterangan ahli
yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan bukan hasil
mengambil alih dari surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kerugian negara, Majelis
Hakim Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana diuraikan dalam
putusannya dengan jelas menyebutkan unsur-unsur tindak pidana
sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan sebutan
“sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara”;

Menimbang, bahwa pengertian kerugian negara sebagaimana
dijelaskan dalam undang-undang perbendaharaan negara adalah sebagai
berkurangnya asset kekayaan negara yang dalam perhitungannya
dengan melibatkan audit dari instansi yang berwenang antara lain BPK
dan lainnya, sedangkan pengertian pada kerugian pada pendapatan
negara adalah sebagai gagalnya pemasukan/penerimaan kekayaan
negara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, sedang
instansi yang berwenang menghitung adalah masing-masing instansi
yang bertugas menerima, mengawasi dan menghitung setoran dari wajib
setor sesuai ketentuan yang berlaku, yang dalam perkara ini adalah
instansi perpajakan;

Menimbang, bahwa data pajak yang dipergunakan untuk

menghitung kerugian pada pendapatan negara, telah dilakukan digital
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forensik terhadap peralatan digital milik PT Purbalaksana Jaya Mandiri
antara lain berupa perangkat komputer, laptop, serta akun milik PT
Purbalaksana Jaya Mandiri, pemeriksaan bukti digital telah dilakukan
berdasarkan prinsip, prosedur dan teknis khusus untuk mendapatkan
fakta berupa data-data yang dapat dipertanggung jawabkan.;

Menimbang, bahwa terdakwa PT Purbalaksana Jaya Mandiri telah
mengajukan saksi ahli yang pernah mengaudit PT Purbalaksana Jaya
Mandiri, namun para ahli tersebut menyampaikan pendapatnya hasil audit
tidak memberikan pendapat (disclaimer opinion) artinya setelah dilakukan
audit banyak transaksi yang tidak ditemukan bukti-buktinya atau ada
buktinya tapi sangat kurang atau tidak memadai sehingga laporan
keuangannya tidak dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap kontra memori banding
yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi
sependapat, kecuali perihal hukuman tambahan yang berupa pencabutan
ijin usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
maka putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 241/Pid.Sus/2022/PN Bl
tanggal 6 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dipidana, maka dibebani
membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan,
KUHAP serta Peraturan-Peraturan lain yang bersangkutan dengan
perkara ini;

MENGADILI
1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut
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Umum,;

2. Menguatkan putusan  Pengadilan Negeri Bantul  Nomor
241/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 6 Februari 2023 yang dimintakan
banding;

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat
pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp5.000,00. (lima ribu
rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis
Pengadilan Tinggi Yogyakarta,pada hari Senin tanggal 20 Maret 2023
oleh kami Sutanto, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Yogyakarta
selaku Ketua Majelis dengan Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H. dan
Achmad Yusak, S.H., M.H. Hakim-Hakim Tinggi yang masing-masing
sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang
yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh
Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta
Joko Sutrisno, S.H., M.H. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa
kehadiran Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa nama

Korporasi PT Purbalaksana Jaya Mandiri;

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,
Ttd. Ttd.
1. Wiwik Dwi Wisnuningdyah, S.H., M.H. Sutanto, S.H., M.H.
Ttd.

2 . Achmad Yusak, S.H., M.H.
Panitera Pengganti,
Ttd.

Joko Sutrisno, S.H., M.H.
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